
BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAW A TENG AH 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR .2.f TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 73 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN: YANG MAHA ESA 

BUPATI CrROBOGAN, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi J awa Tengah Nomor: 45B/ LHP/ XVII.SMG/ 

05/2021 perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun AngGaran 2020, d iperlukan 

Ren cana Aksi {Action Plan) tindak lanjut Rekomendasi Badan 

Pemeriksa Keuangan dalam Lapora n Ba sil Pemeriksaan atas 

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 

Anggaran 20 20; 

b . bahwa untuk m a.ksud tersebut dalam huruf a di atas, maka 

Pern.turan Bupati Grcbogan Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksana a.n Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 perlu 

disesua ikan kemba li; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dala m huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan A~as :Peraturan Bupati Grobogan 

Nomor 73 Tahun 2020 tentan g Pe':1..mjuk Pelaksa naan Anggaran 

Pendapatan da n Bdanjs.. Dac:rah Kabup8.ten Grobogan Tahun 

Anggaran 202) ; 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Peraturan Pemerinta h Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tamba h a n Lemba ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20 18 ten tang Pengadaan 

Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indon esia 

T a hun '.20 1 8 Nomor 33) s e b agaima n a t e la h diuba h d e n gan 
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Menetapkan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Daerah Tahun Anggaran 2021 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

Pendapatan dan Belanja 

(Berita Negara Republik 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Groboga n Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2020 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GROBOGAN NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 

202 1. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Bela nja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 202 1 

(Serita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 73) diubah 

se bagai beriku t : 

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yan g tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan . 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal lO ~ un l '20:l 1 

SEKR ~~~ RAH 
PATEN GROB AN, 

MOHAMADSUMARSONO 

Ditetapkan di Purwodadi 

pad a tanggal (O JOO l : t>~I 

SRI SUMARNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR oll 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR ii TAHUN 2021 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI GROBOGAN NOMOR 73 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan 

tahuna n pemerinta h a n daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) da n ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

denga n u a ng termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD 

juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 

A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan : 

a . Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung j awab 

den gan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan m anfaat untuk 

m asyara kat. 

b. Pengelolaan keuangan daera h dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi yang diwujudkan da lam APBD yan g setiap tahun ditetapkan 

dengan peratura n daerah. 

2 . Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut: 

a. Efisien merupaka n pencapa ian keluaran yang maksimum dengan masukan 

tertentu atau penggunaan masukan terendah u ntuk mencapa i keluaran 

tertentu. 

b. Ekonomis meru pakan pemeloleh an masukan dengan kualitas dan 

kuantitas tertentu pada tingkat h arga terendah. 

c. Efektif m erupaka n pen capaian hasil program den gan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingka n keluaran dengan h asil. 
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d. Transparan merupakan pnns1p keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dna mendapatkan akses informasi seluas

luasnya tentang keuangan daerah. 

e. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau 

satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yan g dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. 

g. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar 

dan proposional. 

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan pnns1p Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelen ggaraa n Pemerintahan Daera h yang dapat dinilai denga n u ang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pela ksa naa n , penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang. 

9. Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD a d a lah r e n can a k e uangan tahun a n D aerah yan g dite t apkan d e n gan 

Peraturan Daera h . 
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10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Urusan Pemerintahan pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

13. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah Bupati yang 

karena jabatannya mempunya1 kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah. 

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang Bendahara Umum Daerah bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

17. Pengguna Angga ra n yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggun aan anggaran untuk melaksana ka n tugas 

pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk m elaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan se bagian tugas dan fungsi SKPD. 

19. Pejabat Pela ksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya d isebut PPTK a da lah 

pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 

Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk m enenma, 

m eny1mpan, menyetorkan, menatausahakan 

mempertanggungjawabkan uang Penda patan Daerah dalam 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

dan 

rangka 

2 1. Bendahara Pengeluara n adalah pejabat yang ditunjuk menenm a, 

meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

m empertanggungjawabkan uang untuk keperluan Bela nja Daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

7 



22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

SKPD. 

23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

25. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 

26. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

27. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah Dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

m erupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 

28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Pera turan 

Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 

entitas pelaporan. 

30. Tim Anggara n Pemerintah Daera h yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala daerah 

dalam rangka penyusunan APBD. 

31. Rencana Kerja da n Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD 

adalah dokumen yang rnemuat rencana pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daera h 

yang digunakan se bagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

32. Kas Umum Daerah adalah ternpat penyimpanan u ang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penenmaan Daerah 

clan diguna kan untuk rn e mbayar seluruh pengeluaran D aerah . 
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33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpana n uang 

daera h yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

34. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebaga i pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

35. Surplus Anggaran Daerah adala h selisih lebih antara pendapatan Daerah 

dan bela nja Daerah. 

36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah 

dan belanja Daerah. 

37. Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali 

dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

a nggaran berkenaan maupun pa da tahun-tahun anggara n berikutnya. 

38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA a dala h 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran a nggaran selama 1 

(satu) periode pelaporan. 

39. Sisa Kurang Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah selisih 

kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode pelaporan a nggaran. 

40. Dokumen Pelaksa n aan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 

dokumen yan g m emuat Pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yan g digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang sela njutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang m emuat perubah an 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yan g digunaka n sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

42. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen 

yang menyataka n ter sedianya dana sebagai dasar penerbitan surat 

permintaan pembayaran atas pelaksa naan APBD. 

43. Surat Permintaan Pembayara n yang selanjutnya d i singkat SPP adalah 

dokumen yan g d igunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

44. Uang Persediaan yang sela njutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 

dalam jumla h tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 

untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 

d aer ah dan/atau untuk rn e rnbiaya i peng e lua r an yang m e nurut s ifat clan 

9 



tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

langsung. 

45. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah 

dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung. 

46. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan 

uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara 

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 

APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) 

bulan. 

4 7. Pembayaran Langsung selanjutnya disebut LS adalah pembayaran 

Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui 

penerhitan surat perintah memhayar langsung. 

48. SPP-LS adalah dokumen untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta 

penghasilan lainnya adalah dokumen yang di ajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan serta 

penghasilan lainnya dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu 

pemhayaran tertentu. 

49. SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh PPKD dengan jumlah penerimaan, peruntukan dan waktu 

pembayaran tertentu. 

50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 

Behan Pengeluaran DPA SKPD. 

5 1. SPM-UP adalah dokumen yan g digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan 

sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. 

52. SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya 

dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

53. SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuha n 

dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. 

54. SPM-LS ada lah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

p e n cairan dana a tas B eban pengelu a ran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

10 



55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas APBD. 

56. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

57. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Barang/ Jasa oleh Perangkat 

Daerah yang dibiayai oleh APBD / APBN yang prosesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

58. Pengguna Barang/ Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

Barang dan/jasa milik Daerah di masing-masing SKPD. 

59. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan 

dan/ a tau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja daerah. 

60. Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 

adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan 

Pengadaan Barang/ Jasa. 

61. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat 

fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan langsung, 

Penunjukan langsung dan/ a tau e-purchasing. 

62. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan 

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk 

mengelola pemilihan Penyedia. 

63. Agen Pen gadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan 

sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang diberi 

kepercayaan oleh Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak 

pemberi pekerjaan. 

64. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi 

lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan 

pengawasan mela lui audit , reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 

65. Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola yan g selanjutnya disebut 

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 

oleh Perangkat Daera h , orgamsas1 masyarakat, atau kelompok 

kemasyaraka tan. 

66. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 

o r ganisasi yang didirikan cla n dibentuk o leh masyarakat secara s ukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan , 
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kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. 

67. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari 

APBN/APBD. 

68. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh 

barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku U saha. 

69. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang d idirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

70. Penyedia barang/ jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia 

adalah Pelaku U sah a yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak. 

71. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah 

dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan 

barang/ jasa. 

72. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

73. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

74. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 

olah pikir. 

75. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan 

peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampila n dalam suatu sistem 

tata kelola yang telah dikenai luas di dunia usaha untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

76. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 

barang/jasa yang d itetapkan oleh PPK. 

77. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. 

78 . Seleksi adalah m etode pemilihan untuk menda patkan Penyedia Jasa 

Konsultansi. 
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79. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan 

pelaku usaha asing. 

80. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya 

dalam keadaan tertentu. 

81. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah 

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

82. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (sera tus juta rupiah). 

83. E-reverse Auction adalah m etode penawaran harga secara berulang. 

84. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 

Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi 

dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan 

Penyedia . 

85. Kontrak Penga daan Barang/J a sa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjia n tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

pelaksana Swakelola. 

86. Usaha Mikro adalah usa ha produktif milik ora n g perorangan dan/ atau 

badan usaha perorangan yan g m em enuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usa h a Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

87. Usaha Kecil adalah usa h a ekonomi produktif yan g berdiri sendiri dan 

dilakukan oleh orang perorangan atau ba dan usaha yang bukan 

merupakan anak perus9.h aan a ta u bukan caba ng perusahaan yan g 

dimiliki, dikuasa i atau menjadi bagian ba ik langsung m aupun tidak 

langsung dari Usaha Mene ngah a tau Usaha Besar yan g m em enuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha 

Mikro, Kecil, da n Menenga h . 

88. Usaha Menen gah a da lah u saha ekonomi produktif yan g berdiri sendiri, 

yan g dilakuka n oleh orang perorangan ata u badan usaha yan g buka n 

merupakan a n ak perusaha &n a ta u cabang perusahaan yan g dimiliki, 

dikuasai, atau m enjadi b agia n baik langsung m a u pun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besa r d.engan jumla h kekayaan bersih atau 

hasil penjua la n t a hun an s e b a g a irna n a diat Lir d e n gan Undang - U nda n g 

tenta ng Usah a Mikro, Kecil , dan Menengah. 
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89. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis 

yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Pinjaman/ Perusahaan 

Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang 

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

90. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 

pemilihan / Penyedia beru pa larangan mengiku ti Pengadaan Barang/ J asa di 

seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. 

91. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang bertujuan 

untuk mencapai nilai rrianfaat yang menguntungkan secara ekonomis t idak 

hanya untuk Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk 

masyarakat, serta signifikan mengurang1 dampak negatif terhadap 

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. 

92. Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa adalah strategi Pengadaan 

Barang/ Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan 

Barang/ Jasa sejenis. 

93. Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak 

dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 

kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

94. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan 

barang/ jasa yang dila ksa n akan dengan menggunaka n teknologi informasi 

dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

95. E-Marketplace Pengadaan Barang/ Jasa adalah pasar elektronik yang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. 

96. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pen gelolaan 

teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksan aan pengadaan 

97. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia 

barang/ jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 

dengan cara menyampaikan 1 (sa tu) kali penawaran dalam waktu yan g 

telah ditentukan. 

98. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adala h sistem informasi elektronik 

yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu 

dari berbagai penyedia barang/jasa. 

99. E -Purchasing adala h tata cara pernbelia n ba rang/jasa melalui sistem 

k a talog e le ktronik. 
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100. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi 

elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/ jasa secara 

nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerin tah (LKPP). 

101. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat KUA dan PPAS adalah dokumen anggaran yang 

dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah 

sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja 

Prioritas Daerah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 

102. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang 

digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan 

menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan 

internet maupun intranet. 

103. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar 

rencana Pengadaan Barang a tau J asa yang akan dilaksanaka n oleh 

Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah. 

C. PEDOMAN UMUM. 

1. Siklus Anggaran Daerah Tahun 2021. 

Siklus Anggaran Daerah meliputi penyusunan APBD, Perubahan APBD, dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. 

2. Prinsip Pelaksanaan APBD. 

a . Penyelenggaraan rapat kerja/rapat dinas, seminar, pertemuan dan 

loka karya serta pembentukan panitia da n t im dibatasi untuk h a l-h a l 

yang sangat penting. Penyelenggaraan kegiatan tersebut diatas 

diutamakan memanfaa tkan sarana dan prasarana yan g dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah kecuali a pa bila sarana dan prasarana tidak 

tersedia/tidak memadai untuk kegiatan tersebut. 

b. Kepada Pegawai ASN dapat diberikan tamba h a n penghasilan oleh 

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampua n Keu a nga n 

Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-unda ngan. Tambahan penghasilan diberikan 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berda sarkan : 

1) beban kerj a; 

2) tempat bertugas; 

3) kondisi kerja; 

4 ) k e la n gkaan profesi; 

5) presta si kerja; dan/ a tau 
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6) pertimbangan yang objektif lainnya dengan kriteria pemberian 

tambahan penghasUa n di tetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pemberian tambahan pengnasilan kepada Pegawai ASN 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman 

Daerah 

pada 

Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah 

yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai 

ASN di Daerah, Bupati menetapkan pemberian tambahan penghasilan 

bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. 

c. Pendapatan yang direncanakan merupakan perhitungan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja. 

3. Biaya umum digunakan untuk kegiatan pers1apan dan administrasi dan 

keperluan lainnya sepanjang dibutuhkan oleh SKPD. Alokasi biaya umum 

ditentuka n sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021, dengan melihat 

kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah. 

4. Pemeliharaan (Gedung, Bangunan, Jalan/ Jembatan maupun Monumen, 

Benda Sejarah, Tanah, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor) , pada dasarnya 

adalah kegiatan rutin. Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD 

ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan ke Bupati melalui pengelola 

untuk mendapatkan persetujuan. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik 

daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa 

pengguna sesuai denga n daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik 

daerah yang ada di masing ma sing SKPD. 

5 . Inventarisasi Ba ra n g/ Aset. 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai 

pembantu pen gelola bertanggung jawab mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pengelolaan ba rang milik daerah yang berada pada masing

masing SKPD, kemudia n h asil pencatatan da n inventarisa si da lam tahun 

anggaran yang bersa ngkutan untuk dilakuka n rekapitulasi sebagai bahan 

penyusuna n n eraca Pemerinta h Daerah. 

6. Kegiatan Tahun J a m a k. 

Kegiatan Belanja Lan gsLmg APBD yang perencanaan dan pen gan ggara nnya 

dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran (kcgiatan tahun jamak), h a rus 

memenuhi kriteria pa ling ~eJikit : 

a. Pekerjaan konstruksi 2.tas pdaks&n a.an Kegiatan yan g secara teknis 

merupakan satu kec;atuan untuk n-1e n ghasilkan 1 (satu) Keluaran yan g 

memerlukan wak tu penyelesai2.n lebih dari 12 (dua belas) bula n ; atau 
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b. Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap 

berlangsung pada pergantiari TahuD Anggaran. 

c. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD. 

d . Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan 

penandatanganan KUA dan PPAS. 

e. Persetujuan Bersama sebagaiman dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

1) Nama Kegiatan; 

2) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

3) J umlah anggaran; dan 

4) Alokasi anggaran per tahun. 

f. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak 

melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan 

Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau 

kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Beberapa h al yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu: 

a. Klasifikasi barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan 

Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 

2020 tentang Standarisasi Harga Satua n Dasar Bidang Pekerjaan Umum 

Pemerintah Kabupaten Grobogan Pada Tahun Anggaran 2021, agar 

mengajukan izin kepada Bupc1.ti. 

b. Perpan j angan waktu pelaksanaan : 

1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas 

pertim bang an yang layak dan waj a r. 

2) Yang dima ksud hal-hal yang layak da n waJar untuk perpanJangan 

waktu pelaksanaan adala h sebagai berikut: 

a ) pekerjaan tambahan; 

b) perubahan desa in; 

c) Keterlambatan yan g disebabkan oleh pihak pengguna 

barang/ jasa; 

d) masalah yang timbul. dilua r kendali penyedia barang/ jasa; 

dan/atau 

e) keadaan kahar (force majeure). 

3) PPK dapat m enyetujui perpa njanga n waktu pela ksanaan atas kontra k 

setelah m e la kukan penelitia n dan evaluasi terhadap usulan te rtulis 

yang diajukan oleh penyeciia ba.ra ng/ jasa . 
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4) Pcn.etujuan perpau_1angan wa!uu pelaksanaan dituangkan didalam 

Adendum Kontrak. 

c. Untuk lebih memperluas ;nformasi kcpad.a masyarakat, maka pada 

lokasi kegiatan (untuk kegiatan fisik) .vajib dipasang papan pengenal 

kegiatan dengan ukuran yang telah ditentukan. 

8. Setiap awal Tahun Anggaran, Pengguna Anggaran Wajib menyusun Rencana 

Umum Pengadaan (RUP) untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun 

Anggaran yang berjalan sesuai dengan kebutuhan kegiatan SKPD sekurang

kurangn6ya meliputi nama dan alamat pengguna anggaran, paket/jenis 

pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan besarnya total perkiraan biaya sendiri. 

9. Ren.can.a Umum Pengadaan di umumkan di website SKPD dan/atau website 

Pemerintah Daerah (www.grobogan.go.id) dan papan pengumuman resmi 

untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional (www.sirup.lkpp.go.id). 
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BAB II 

KERANGKA PEl\G,\TURAN DALAM PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD 

dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening 

Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan 

Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

2. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya 

pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA. 

3. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya 

pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA. 

4. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 

penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 

penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau 

badan yang menenma atau menguasa1 uang/kekayaan daerah wajib 

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang m enjadi dasar penerimaan atau 

pengeluaran atas pelaksanaan APBD benanggun g jawab terhadap kebenaran 

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 

Kebenaran material m erupakan kebeP..ara n atas penggunaan a nggaran dan 

hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai clengan kewenangan pejabat yang 

bersangku tan. 

7. Kepala Daera h dan pera n gkat daerah dila.ran g rnelakukan pungutan selain dari 

yan g diatur dalaxn Fcratur·an Dac::-;;::h, kcc-, .. .u.tli dite ntukan lain sesuai d engan 

ketentuan peraturan perund2.a g--unda I1gan. 
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8. Penerimaan perangkat da1::rnh yang n'.•.=rupakan Penerimaan Daerah tidak 

dapat dipergunakan la n gsung unn.tk pengcluaran, kecuali ditentukan la in 

sesuai denga n ketentuan peraluran pc:ruEaangundangan . 

9. Setiap pejabat dilarang melakukan tindaka n yang berakibat pengeluaran atas 

Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak 

tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD 

didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

SPD. 

10. Kepala Daerah dan pera ngkat daerah dila rang melakukan pengeluaran atas 

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

11. Untuk pelaksanaan APBD , Kepala Daerah menetapkan: 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b. Pejaba t yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahka n surat 

d. pertanggungiawaban ; 

e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

f. Bendahara Penerimaan dan Benda hara Pengeluaran; 

g. Bendaha ra Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengelu a ra n 

h. pembantu; 

1. Bendaha ra Khusus; dan 

J . Pejabat lainnya dala m ran gka pela ksanaan APBD. 

12. Keputusan Kepala Da erah ter1tang penetapan pejabat untuk pelaksanaan 

APBD dilakukan sebelum d imula inya tahun anggaran. 

13. Dalam h al penetapan pejabat u n tuk pelaksanaa n APBD terkendala adanya 

perubahan orgamsas1, mutasi, atau berhalangan maka kepala daerah 

menetapkan pejabat untuk peiaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun 

a n ggaran berkenaan dapat rnelaksanakan tu gas pen gelola keuangan daerah 

sesuai ketentuan peraturan perunda ng.:.undangan. 
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BAH HI 

PENGELOLA KB:UAl\GAN DAERAH 

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KF.:UANGAN DAERAH 

1. Kepala daerah adalah selaku pemcgang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

2. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian 

atau seluruh kekuasaannya yan g berupa peren canaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 

pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Peran gkat Daerah dengan 

memperhatika n sistem pengenda lian interna l yang didasarka n pada rinsip 

pemisa h an kewenangan a nta ra yang memerintahkan, menguji, dan 

menerima atau men gelua rkan uang. Pelimpa h a n kekuasaan ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Daerah. 

3. Pejabat Pera ngkat Daerah terdiri at.as: 

a. sekretaris daerah selakU koordina tor pengelolaan keua n gan daerah; 

b . kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c . kepa la SKPD selaku PA. 

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

m empunyai tugas: 

a. koordinasi dalam pengelolaan ke1.1angan daerah; 

b. koordinasi di bidang penyrnmnan rancangan APBD, rancanga n 

peruba han APBD, dan ra ncangHn pertanggun gjawaban pelaksanaan 

APBD; 

c . koordinasi penyiapan pedoman pclaksan aan APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesaha:i DPA-SKPD; 

e . koordinasi pelaksanaan · tugas la inn ya di bi dang pengelolaan keuangan 

daerah sesuai den gan ketentu an peratura n perundan gundangan; dan 

f. m emimpin TAPD. 

2 . Koordinasi da lam pengelolaa n keuangan ciaerah paling sedikit meliputi: 

a . koordinasi dalam penyusuna n sistf;m dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah ; 

b. koordinasi dalam penyusunan ke bij2kan akuntansi Pemerintah Daerah; 

c . koordinas i dala m penyusunan la poran keuan gan Pemerintah Daerah. 

3 . Koordinator pen gelolaan keua n gan daerah · da lam pelaksanaan tugasnya 

berta n ggun g jawab kepada Kep::tlt! Daera h . 
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4. Koordinator dalam pengeiolaan ke;u::l.llf:/W daerah merupakan terkait dengan 

peran dan fungsi sekrernris dc1.crah membantu Kepala Daerah dalam 

menyusun kebijakan dan rnengoordinasikan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah termasuk Pengelc,laan Keuangan Daerah. 

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

2. PPKD dijabat oleh Kepala Badan Pendapatan . Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah. 

3. PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan 

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan 

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam 

Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4 . PPKD da lam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedornar1 pelaksanaan APBD; 

b. mengesahka n DPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan paja k daerah; 

f. m enetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pmJaman da n pern berian jaminan atas nama 

pemerintah daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntan::;i dan pela pc,ran keuan gan daerah; 

1. menyajikan informasi keuangan d.aerah; dan 

J. melakukan penca tatan dan pcngcsahan dalam h a l penenmaan dan 

pengeiuaran da era h sesuai dengar: ketentuan peratura n perundang

undangan, tidak dilakukan m ela lui RKUD . 

k. m engelola investasi; 

1. m en etapka n a n ggaran kas; 

m. m e la kuka n p e mbayar a n rnc:i a l u.i p..;1·~~ .-i:>~ta n SP'.2D; 

n. m embuka rekening Kas un:um daei <':1.h ; 
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o. membuka rekening per.,_erimua;1; 

p. membuka rekeriing pengdua:can; d:::;.i i 

q. menyusur. laporan keu angan ya.rif,; merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

D. KUASA BUD 

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

3. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 

d. memantau pelaksanaan penenmaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang te!ah ditunjuk; 

e . mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/ menatausahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD; 

1. melaksanakan pemberian pmJaman daera.h atas nama pemerintah 

daerah; 

J. melakukan pengelolaan utan g clan piutaI1g dat::rah dan; 

k. melakukan penagihan piutang daerah. 

4. Dalam pengclolaan kas, Kua.sa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilaki..ikan dengan menghimpun dan menguJ1 

anggaran kas yang disusu11 Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; 

b. melakukan penyisihan piurang tidak -i:e!·tagih dalam mengelola piutang 

menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas 

investasi; dan 

c. menyiapkan d.okumen pellge~mhar✓• dan pencatatan penenmaan dan 

pengeluG.ran yang tidak tneJ.alui RKUD. 

5. Kuasa BUD bertanggtlh~ j av1F.>b kepad;:i PPKD seiai<u BUD; 

6 . Kepala Daerah atas .__~~:;ul BT..}D d2.pc.L meneta.pkan ' lebih dari 1 (satu) Kuasa 

BUD di lingkungan SKPKD j,::;ngan pe,timbangan be.saran jumlah uang yan g 

dikelola, beban kerja, loka~:;-i, dDn/atav. n:n ta ng kendali. 

7. Pertimbangan a tc:ts b esarar1 j wn1Fih L:."·ti ::::[. yon g d ikelola, be ban kerja, lokasi, 

dan/ atau renl:ang kendali ~,:,:c.g kri t e .,.·i.,.u-..y, ,,_ d i t~tapk8.n Kepala D aer a h. 

E. PENGGUNA ANGGARAN 
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1. Kepala SKPD selaku PA me;npu.nya.i n1gas ·: 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA-SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ a tau pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/ per}anj.ian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah .ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daera h ; 

n. melaksanakan tugas lainnya sesua.I dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

o. menyusun anggaran kas SKPD; 

p. m elaksanaka n pemungutan la in-lain pendapatan asli daerah; 

q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

s. m enyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja; 

dan 

t . menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

2. Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi: 

a. m en andatangani dokumen perminlaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengelu aran daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. m en andatangam dokumen Nask&h Pe1janj i&n Hibah Daerah (NPHD); 

c. menandatangani dokumen Pemberiar. Bant mm Sosial; 

d. meneta pkan pejabat lai.nn.ya. dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

ra n gka pen gelolaan keuanga:1 dacra h ; ciz,.n 
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e. menetapkan Pembantu b enJ8han, Penerimaan, Pembantu Bendahara 

Pengeluaran dan Pemi:Jar1tu Benda:C1ara Pengeluaran Pembantu sesuai 

ketentuan peraturan pe1undang-undangan; 

3. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya sebagaimana angka 1 huruf i, merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. 

4. Mengelola utang sebagaimana angka 1 huruf 1, yang menjadi kewajiban 

kepada pihak lain sebagai akibat: 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 

b. hasil pekerjaan ak1bat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/ jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun 

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturari perundangundangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan 

pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut 

sesuai dengan ketentuan perat uran perundang-undangan. 

5. Mengelola piutang daerahyang menjadi ha.k daerah sebagai akibat: 

a. perjanjian atau perikatan; 

b. berdasarkan ketentuan pera'mran perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang tela.h mempunyai kekuatan 

d. hukum tetap; dan 

e. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan . 

6. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaa.n barang dan jasa, PA 

bertindak sebagai pejabat pem'ouat komitmen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh 

pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat 

pembuat komitmen atau &gen pengadaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

8. PA bertanggung jawac a tH.s pdaksarv=:a.n tu;?:as dan wewenangnya kepada 

kepala daerah melalui Sek·c:r3.ris Daerah. 

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

1. PA dapat rnelimps.hkan ~cbagiar: kewenangannya kepada kepala Unit SKPD 

selaku Kuasa Pengguna Angg2ra11 (K.?A). 

2. Pelimpah an kewenangan bt::·dn:sarka n p~rtimbangan besaran anggaran 

k egia tan/ s ub k e g iatan, lokasi , riz.n/ arau r -::tu.an g ken<lali. 
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3 . Pertimbangan besaran a.nggaran KLgia~an/ sub kegiatan dilakukan oleh 

SKPD yang mengeloia. be::iarn.n a.ngga.ran Kegiatan/ sub kegiatan yang 

kriterianya di.tetapkan uleh kepala ciaeri.1.h. 

4. Pertimbangan iokasi dan/ atau rentang ken<lali dilakukan terhadap SKPD 

yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/ a tau 

kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pejabat yang dapat diberikan pelimpahan kewenangan dari PA sebagai KPA 

adalah se bagai beriku t: 

a. Pejabat Struktural Eselon III pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Inspektorat, Badan, Dir;?-s dan Satu_an Palisi Pamong Praja; 

b. Sekretaris Kecamata n pada kecamatan yang wilayahnya terdapat 

kelurahan; 

c. Lurah; dan 

d . Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. 

6. Pelimpahan sebagian kewenangan ditttapkan oleh Kepala Daerah atas usul 

kepala SKPD. 

7. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: 

a. melakukan tindakan yang rnengakibatka n pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggara n Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tag.ib an dan memerintahkan pembayaran; 

d . m engada kan ikatan/pe1janjian ktrja sam a d engan pihak lain dalam 

batas anggaran yang tela h ditetapkan; 

e . melaksanakan pemungutan retribusi daerah ; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi langgung jawabnya; dan 

g. m elaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perunda n g -und a n gan . 

8. Dala m melaksanakan tugas KPA berta n ggung jawab kepada PA. 

9. Da la m ha l PA melimpa hkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD 

selaku KPA, KPA m en andatangani SPl\·1-TU dan SPM--LS. 

10. Da la m h a l m en gadakc:1.n ikata n 1.~n t uk pengadaan barang dan ja sa , KPA 

bertindak sebagai pejaba t pernb·trn.t komitrnen sesuai den gan ketentuan 

pera turan perur..dang-undang&n. 

11. KPA yan g merangkap sebagai P~jabat f'embua.t Komitmen dapat dibantu oleh 

pegawai yan g mcmiliki k ornpet~!1 .si .st.snai d e n gan bidang tugas pejabat 

pembuat komitmen a tau agen p~n ga.daan sesuai keten tuan peraturan 

peru nda n g-undan garL. 

1 2 . D a lam hal t erdapat unit o rt"_.;an ::.sasi. ber:::i.fa t: khusus , KPA m e mpunyai tugas: 

a. menyusun RKA-Unit Org:'i..P.isa::-;·i Bersifat l(husus; 
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b. menyusun DPA-Unit Organis&si Bersifat Khusus; 

c. melakukan tindakan ya r,g m eJ1_gakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ ,:,_tau pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikataI'}. /perjanjian kerja sam~ dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani 8PM; 

1. mengelola utang dan pi_utang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya; 

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya dalam rangka pengclolaan keuangan daerah; dan 

n . melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

13. Dalam hal KPA berhalangan telap atau sernentara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan , PA bertugas untuk mengambil a lih 

pelimpahkan sebagian tugasnya ya ng telah diserahkan kepada kepala Unit 

SKPD selaku KPA. 

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

1. PA/KPA dalam melaksanaka n kegiatan/ sub kegiatan menetapkan pejabat 

pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK. 

2. PPTK bertugas membantu tu gas dan wewenang PA/KPA. 

3. Tugas PPTK dalam memba ntu tugas da n wewenang PA/ KPA meliputi: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/ sub kegiatan SKPD / UP.i t SKPD; 

b. m enyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksana nn Kegiatan/ Sub kegiataa; dan 

c . m enyiapkan dokumen pen gadaan barang/jasa pada Kegiatan / Sub 

kegiatan SKPD/ Unit SKPD ~esuai ke tentuan peraturan 

perundangundangan yan g ;.ner:ga1ur rn~ngen a i pen gadaan barang/ jasa. 

4 . Tugas rne n genda iika n can m e laporkfin p e laksanaan teknis Kegiatan/ Sub 

kegiatan meliputi: 
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a . menyusun jadwa l pdak -;r:'i.li~s.1.1; K\:1g1;-1::an / Sub kegiatan; 

b. memonitoring d a E ev:-1lu8 3i pch.k:i;a n:..ta-;1 Kegiatan/ Sub kegiatan; dan 

c. melaporkan perkembangE1.n r ,';iaJ..:~~wa.ar1 Kegiatan/Sub kegiatan kepada 

PA/ KPA. 

5. Tugas menyiapkan dokurncn dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan meliputi: 

a. menyiapkan laporan kinerja pelak5a n aan Kegia tan/ Sub kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; da n 

c. meny1mpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan. 

6 . Dalam membantu tugas, .PPTK pad2 SKPD berta n ggungjawab kepada PA. 

7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada 

KPA. 

8. Dalam h a l PPTK bethaJ.angan sement&ra · sesuai . ketentuan peraturan 

perunda n g-undangan, PA/KPA tnengambil ali.h 121andat yang dilaksanakan 

oleh PPTK. 

9. PA/KPA da pat menetapkan lebih dar i l (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD. 

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertirnbangan kompetensi jabatan, besaran 

anggaran Kegiatan/ sub kegia,:an, be ban ke1ja,, lokasi, rentang kendali, 

dan/ a tau pertimbangan objektif .lainnya yang kriterianya ditetapka n Kepala 

Daerah. 

11. Pertimba ngan penetapan PPTK didas<"~tkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi . 

12. PPTK merupakan Pegawai AsN· yang n ir.ndud.u ki jaba tan struktural sesuai 

dengan tugas dah fungsinya . 

13. Pegawai ASN yan g m endudu ki jabatan Si:rltktural merupakan pejabat satu 

tingkat di bawah kepala SKPD sela.ku PA dan/atau memiliki kemampuan 

m a najeria l dan. berintegrita ::: . 

14. Da lam hal PA mehmpahn.n kepadtt. KPA, ·:1.PI'K merupakc:1.n Pegawai ASN yang 

m enduduki jabatan S(.n1kntr,al ~atu ti ·· ,g,:~rit ~li bawah KPA da n / atau memiliki 

kem a mpuan manajer ia l dan b c:rin ~.-.::gritas. 

15. Da lam h a l tidak terdapat F~gr1wai ASN ya.r..g rner...duduki jabatan struktural, 

PA/KPA dapat rnenetapkan p;_-:_ ja b 2.r fu r:.g!Siur•sJ :;;elaKu PPTK yang kriterianya 

ditctapkan oleh Kepala.. Daei~,fr. 

16 . PPTK d ijabat oleh pey1hat e~;c-icr1 JV p,d~'- SKPD ke,:uali yang menjabat 

sebagai PPK SKPD. 

H. PEJABAT PENATAUSAH/\..A)\T l<f<X:f'._,\; (.} ,:.._ i~ s i,;· ? D 
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1. Kepala SKPD selaku PA ff'. -:~lk ':~pka;tl ??1{ $KPD meiaksanakan fungsi tata 

usaha keua_ngan p2.da SKPD. 

2. Pada SKPKD, PPK SKPD rndaic, r.:t·.~,.-:tt~'-l i°' !\11 1gsi i"ata usaha keuangan sesuai 

ruang lingkup tugas d8n WE:wen,~:.'-.:__ <.ii ~1Ch(Li. 

3. Pada pola pengelolaan keuang .. -m t3LUr1, P?K 3KPD melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD. 

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara 

Penerimaan / Bendahar:a . 

Pengeluaran / Bendahara 

dan/ a tau PPTK. 

. Penerimaarr -Pembantu, Bendahara 

f'.engeluar€ill . Pembantu/ Bendahara Khusus, 

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c . melakukan verifikasi . laporan pertanggungj aw a ban Bendahara 

Penerimaan dah Bendahara. P.engeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntan'Stpada.SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan·SKPD. 

6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 

kelengkapan dan keabsaha.n. 

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diaju kan oleh Bendahara lainnya; 

b. melakukan verifikasi surar perrnintaan pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah dari bendaha.ra penerimaan; dan 

c . m enerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan SPM. 

8 . Pejabat strukrural pada SKPD yang dapat ditetapka n sebagai PPK SKPD 

adalah se bagai beriku t: 

a. untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian 

Keuangan atau paling rendail Kee-a la Sub bagian yang membidangi 

keuangan; 

b. untuk Inspektorat, Baclan, Di·,1a2 dan Satuan Palisi ?among Praja adalah 

Sekretaris a tau fJ2.iin g .re:;c!8.01 i{cL'aL\ Sub Bagia n yang membidangi 

keuangan; 
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c. untuk Kecamatan yang wilayahnya terdapat Kelurahan adalah Kasubag 

Keuangan;dan 

d. untuk Kecamatan yang wilayahny~ tidak terdapat Kelurahan adalah 

Sekretaris Kecamatan; • 

9. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK

SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD. 

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD 

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan 

PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit 

SKPD. 

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 

a . besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan Sekretariat 

Daerah; 

b . rentang kendali dan/atau lokasi yang berlaku untuk kelurahan; dan 

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan 

secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuru 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pusat 

Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah. 

3. Penetapan PPK Unit SKPD pada Bagian Sekretariat Daerah, Kelurahan dan 

Pusat kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

4. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPPLS yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan 

SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

7 . Selain melaksanakan tuga s pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan 

tugas lainnya meliputi: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penenmaan 

pembantu/Bendaha r a la inny a; cla n 
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b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar 

penyiapan SPM. 

8. PPK unit SKPD pada unit orgamsas1 bersifat khusus mempunyai tugas 

meliputi: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya; 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan SPM; 

c. menyiapkan 8PM; 

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan 

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

9. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. 

10. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK 

Unit SKPD. 

J. BENDAHARA PENERIMAAN 

1. Kepala Daerah m en etapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan 

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan 

pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. 

2 . Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, 

meny1mpan, menyetorkan ke rekening kas urn um daerah, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 

diterimanya. 

3. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki 

tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung 

melalui RKUD; 

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah; 

c. meneliti kesesuaian antara jumla h uang yang diterima dengan jumlah 

yang telah ditetapkan; 

d . m e n a tausaha k a n clan mempertanggungja w a bka n penda patan daerah 

yang diterimanya; dan 
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e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 

pendapatan daerah. 

4. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala 

Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit 

SKPD yang bersangkutan. 

5. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh Kepala 

SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD. 

6. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuru 

dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah. 

7. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit 

meliputi: 

a. menenma, meny1mpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk 

transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung 

melalui RKUD; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah 

yang telah ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah 

yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 

pendapatan daerah. 

8. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

9. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas 

penenmaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 

10. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawa b secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara a dministratif atas 

penenmaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 

11. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan 

membuat laporan perta nggungjawaban secara fungsional atas 

penenmaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

12. Benda hara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas 

penenmaan pada unit SKPD clan disampaikan kepada Bendahara 

Penerimaan. 
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13. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai 

yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

14. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan 

tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 

kepala SKPD. 

15. Pegawai yang 

melaksanakan 

Penerimaan. 

bertugas 

tugasnya 

membantu Bendahara 

bertanggung jawab 

Penerimaan dalam 

kepada Bendahara 

16. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu 

Bendahara Penerimaan. 

17. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang: 

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/ atau penjualan 

jasa;dan 

c. meny1mpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya 

atas nama pribadi ba ik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

18. Larangan bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan 

Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, 

dan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

APBD. 

K.BENDAHARAPENGELUARAN 

1. PPKD selaku BUD mengusulka n bendahara pengeluaran kepada Kepala 

Daerah. 

2. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan 

SKPKD. 

3. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran m enggunakan SPP UP, SPP GU, 

SPP TU, dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 

d. menolak perintah bayar da ri PA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

e. m eneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
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f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara 

periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan 

tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala 

Daerah; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi 

atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja 

akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekstemal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 

5. Dalam h a l PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala 

Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 

pertimbangan: 

a. besara n anggaran; dan 

b. rentang kendali dan/ atau lokasi; 

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

a . m en gajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP 

LS; 

b. menenma dan meny1mpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesua1 dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. men eliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. membuat la poran pertanggungjawaban secara a dministratif; 

1. kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara; dan 
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J. fun gsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

8. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu 

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 

d . menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi 

atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; 

dan 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja 

akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekstemal pada 

tahun berjalan. 

9. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah 

menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

10. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan 

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 

11. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

12 . Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

13. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan 

14. 

15. 

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas 

pengeluaran 

Bendahara 

administratif 

administratif 

KPA. 

Bendahara 

membuat 

pengeluaran 

pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 

Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

atas pengelua ra n pada unit SKPD dan disampaikan kepada 

Pengeluaran bertanggung jawa b secara fungsional dengan 

la pora n pertanggungjawaban secara fungsional atas 

pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

16. Bendahara Pen geluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional 

dengan m embuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas 

pen geluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara 

Pengeluara n . 
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17. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 

yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan. 

18. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan 

tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 

kepala SKPD. 

19. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab 

kepada Bendahara Pengeluaran. 

20. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang: 

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/ atau penjualan 

Jasa; 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya 

atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

21. Larangan bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, 

dan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan la n gsung dengan pelaksanaan 

APBD. 
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BAB IV 

PENATAUSAHAAN PENDAPATAN 

A. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN PENDAPATAN 

1. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya 

melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

2. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan 

pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut. 

3. Bendahara Penerimaa n wajib menyetor seluruh penenmaannya ke 

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

4. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, 

transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 

objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari 

yang dia tur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

5. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas 

setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik. 

6. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau 

nontunai. 

7. Penyetoran penenmaan pendapatan menggunaka n surat tanda setoran 

(STS). Penyetoran dia n ggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota 

kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

8. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat 

berharga yang dalam penguasaannya: 

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit 

dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan 

pelayanan j asa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran 

penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan 

Kepala Daerah; dan/atau 

b . atas na ma pribadi. 

9. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan m enurut akun, 

kelompok, Jems, objek, nnc1an objek dan sub rmc1an objek. 

Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Berdasarkan s ifat dan prosedur pemungutan/ pembayaran pendapatan 

daerah, dapat dibedakan: 

a. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; 

dan/atau 
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b. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada 

penetapan). 

10. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan 

daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Kepala 

Daerah, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis 

pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. 

b. Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa 

ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan sesuai 

dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang

undangan. 

c. Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti 

meliputi: 

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 

2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); 

3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 

4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 

6) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT); 

7) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); 

8) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); 

9) Surat Tanda Setoran (STS); 

10) Nata Kredit dari Bank; 

11) Surat Perjanjian; 

12) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesua1 dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan; 

13) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/ atau 

14) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam 

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara 

tunai dan non tunai, dengan cara: 

1) Penyetoran penenmaan pendapatan secara tunai dibuktikan 

dengan penerbitan surat tanda setoran (STS} atau bukti lain 

yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan 

didokumentasikan dalam Register STS. 

2 ) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan 

dengan bukti notifikasi/nota kredit/ media elektronik lainnya. 
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e. Penyetoran penenmaan pendapatan daerah dari Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah 

Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya. 

B. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN 

1. Tahap Penetapan dan Penagihan 

Bagian 1 - Penetapan Pendapatan 

a. Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah atau 

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan 

pendapatan daerah. 

b. Penetapan pendapatan dapat berupa: 

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 

2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); 

3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan 

5) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administratif, clan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

d . Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib 

retribus i sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara 

penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan. 

e. Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 

pemungut yang ditunjuk oleh PA/ KPA. 

f. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 

validasi dan verifikasi atas penenmaan pendapatan berdasarkan 

dokumen penetapan. 

Bagian 2 - Penagihan 

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, 

surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/ atau media 

elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai 

berikut: 

a. Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan 

surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga. 

b. Pen agihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

tercantum dalam dokumen penetapan p endapatan. 
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c. Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang 

melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. 

d. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 

1) Petugas pemungut menyampaikan dokumen pen eta pan 

2) 

3) 

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; 

Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan 

pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima 

ditandatangani oleh pihak ketiga; 

kepada 

yang 

Petugas pemungut 

kepada Bendahara 

dan PPK-SKPD. 

menyampaikan tanda terima dokumen 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 

e. Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: 

1) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

pendapatan kepada pihak ketiga; 

2) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan 

Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik 

penagihan pendapatan. 

f. Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai 

dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain 

secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk 

membayar pendapatan daerah. 

2. Tahap Penerimaan Pendapatan 

a. Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/ Bendahara 

Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut: 

1) Berda sarka n dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat 

tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. 

2) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang 

yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen 

penetapan. 

3) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan 

Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak 

ketiga. 

b. Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara n ontunai, 

dilakukan sebagai berikut: 
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1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

2) 

menenma nota kredit/ notifikasi perbankan atas penerimaan 

pendapatan. 

Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan 

melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut: 

(a) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan; 

Pembantu 

(b) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara 

jumlah u a n g yang diterima dengan jumlah yang telah 

ditetapkan pada dokumen penetapan. 

c. Penerimaan daera h melalui rekening Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu secara nontunai 

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan 

Pembantu melakukan validasi. 

d. Bendaha ra Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan 

tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah m elakukan 

pembayaran. 

e. Penerimaan pendapatan ke RKUD secara nontunai, dilakukan d engan 

cara: 

1) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan 

m enenma nota kredit/ notifikasi perbankan dari 

penerimaan pendapatan SKPD; dan 

2) Benda h ara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan 

melakukan validasi sebagai berikut. 

Pembantu 

RKUD atas 

Pembantu 

f. Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan 

pendapatan yang diterima langsung RKUD. 

g. Dalam h a l penerimaan pemberita huan/ notifikasi tidak diinformasikan 

secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib memin ta bukti 

transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima la n gsung RKUD; 

h. Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah u ang 

yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

1. Pen erimaan pendapatan daerah ke RKUD secara n on tunai dianggap 

sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendah ara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi. 

1) Penerimaan pendapatan secara nontunai dapat dilakukan 

m elalui transfer da ri rekening pihak ketiga dan/ a tau melalui 

kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia jasa 

pembayaran (PJP) dari lem baga keuangan bank dan non bank. 

2 ) P embayara n 

Transaction 

s ecar a 

Process 

online berupa mekanisme 

(ETP) a n tara lain: agen 

E lectronic 

banking, 
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mobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), internet banking, QRIS/ Barcode, tapping, Electronic Data 

Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi 

berbasis elektronik lainnya. 

3) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 

rekonsiliasi secara periodik dengan Bank. 

3. Tahap Penyetoran Pendapatan 

a. Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan 

penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 

hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan 

komunikasi, transportasi, dan keterbata san pelayanan jasa keuangan, 

serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala 

Daerah. 

b. Dalam hal penenmaan pendapatan masuk melalui rekening 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Penerimaa n / Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 

memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening 

RKUD paling lambat da la m waktu 1 (satu) hari. 

4. Dokumen yang digunakan dalam proses penenmaan dan penyetoran 

pendapatan antara lain sebagai berikut: 

a. Surat Tanda Setoran (STS). 

b. Register STS. 

C. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMMN 

1. Ketentuan Umum 

a. Pengendalian atas penenmaan dan penyetoran pendapatan daera h 

menggunakan buku-buku sebagai berikut: 

1) La poran Pen erimaan dan Penyetoran; 

2) Register STS; 

3) Buku Ka s Umum; dan 

4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank. 

b . Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penenmaan 

men ggun a kan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, 

antara la in: 

1) Tanda Bukti Penerimaan; 

2) Surat Tanda Setora n ; 

3 ) Nota K r edit Bank; d a n 
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4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di 

atas. 

c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, 

an tara lain: 

1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai; 

2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening 

bendahara penerimaan; dan 

3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum 

Daerah. 

d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyaJ1an dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

2. Ke ten tuan Pelaksanaan 

a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai 

1) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penenmaan pendapatan secara tunai berdasarkan 

Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada 

Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 

3) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/ KPA setiap bulan. 

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara 

nontunai 

1) Bendahara 

mencatat 

Penerimaan / Bendahara 

penerimaan di 

Penerimaan 

rekening 

Pembantu 

Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai 

berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi 

perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum 

(BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening 

pendapatan. 

2) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencata t penyetoran pendapatan secara nontunai 

(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

pengeluaran. 
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3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD 

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan 

(nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah 

divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di 

sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan. 

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN 

1. Ketentuan Umum 

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling 

lam bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

c. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling 

lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan 

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara 

administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling 

lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

e. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan 

penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan 

memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan 

saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: 

1) BKU; 

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran; 

3) Register STS; 

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan 

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 

f. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawab an Fungsiona l yang m e rupakan h asil konsolidasi 

dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
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Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan 

dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

g. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 

sebagai bagian dari pengendalian atas penenmaan dan penyetoran 

pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 

1) Meneliti transaksi penenmaan beserta tanda bukti 

penenmaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait 

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait 

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 

penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

h. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan 

La po ran Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada 

Pengguna Anggaran. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu 

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Pen erimaan Pembantu melakukan 

penutupan BKU. 

2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan 

Penerimaan dan Penyetoran. 

3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan 

bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, La poran 

Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan 

bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara 

Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan 

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan 

penutupan BKU. 

2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran. 

3 ) Bendaha ra Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti 

penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. 

4) Bendahara Penerimaan menenma pertanggungjawaban yang 

dibuat o l e h B e nda h a ra Penerimaan Pembantu paling lambat 

tanggal 5 bulan berikutnya . 
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5) Bendahara Penerimaan mdakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 

Bendahara Penerimaan Pembantu. 

6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam 

proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pem ban tu. 

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif 

1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 

Pertanggungj awaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna 

Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: 

a) BKU; 

b) 

c) 

d) 

Laporan Penerimaan dan Penyetoran; 

Register STS; 

Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan 

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 

2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Meneliti transaksi penenmaan beserta tanda bukti 

penenmaannya yang terdokumentasikan dalam buku a tau 

laporan terkait; 

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 

penyetorannya yan g terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terka it; dan 

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuh an terhadap 

proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan , maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada 

Bendah a ra Penerimaan. 

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan 

lengkap da lam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan 

menya takan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ 

Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

5) Pen ggun a Anggaran mela kukan proses otorisasi terhadap LPJ 

Benda hara Penerimaan yang telah diverifikasi.. 

c . Tahap Penyampaian LPJ Fungsiona l 
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1) Bendahara Penerimaan setelah menenma notifikasi persetujuan 

( approvan' menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD. 

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi 

penerimaan. 

E. REKONSILIASI PENERIMAAN 

1. Ketentuan Umum 

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi: 

1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban 

penenmaan 

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan 

3) analisis capaian realisasi penerimaan 

b . Dalam rangka verifikasi dan an a lisis laporan pertanggungjawaban, 

PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik 

yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi. 

c . Verifikasi dan rekonsiliasi yan g dilakukan oleh PPKD selaku BUD 

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Keten tuan Pelaksanaan 

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD 

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah 

sesuai keten tuan, yaitu: 

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi 

RKUD 

b . 

C. 

Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan 

kepada Bendahara Penerimaan SKPD. 

Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan 

rekonsiliasi penerimaan dengan mengiden tifikasi transaksi-transaksi 

pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku 

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan 

menampilkan data setiap bulan. 

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi 

penerimaan. 
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BAB V 

PENATAUSAHAAN BELANJA 

A. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BELANJA 

1. 

2. 

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap cla n 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak 

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang 

ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

sah 

dapat 

APBD 

3. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan 

darurat dan/ a tau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4 . Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 

melaksanakan pembayaran setelah: 

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran; dan 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

5. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 

tidak dipenuhi. 

6. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung 

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib 

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening 

Kas Umum Negara. 

8. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat m elimpahkan 

sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD. 

9. Da lam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeiuaran Pembantu m elakuka n pembayaran 

secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa mela lui 

pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

10. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/ jasa, 

dilakuka n dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang 

dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yan g diajukan oleh PPTK. 
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B. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN 

1. Ketentuan Umum 

a. Penetapan besaran UP ditetapkan daiam Keputusan Kepala Daerah 

berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD. 

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan satu kali dalam 

satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan: 

1) ketersediaan kas di RKUD; 

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme 

LS;dan 

3) besaran anggaran SKPD. 

c. Besaran UP merupakan besaran be'lanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan 

besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran 

anggaran belanja yang akan menggunakan LS. 

d. Besaran UP dihitung berdasarkan propors1 tertentu dari 

keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan 

penjumlahan antara besaran LS dari belanja operas1, belanja 

modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. 

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan 

UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan 

DPA SKPD dengan jumiah besaran belanja LS yang sudah dihitung. 

c. Besaran jumlah uang persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan 

jumla h pagu anggaran pada SKPD setelah dikurangi besaran rencana 

belanja dengan LS, dibagi dengan proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP 

dalam setahun. 

d . Besaran jumla h UP berdasarkan jumlah total rencana belanja yang akan 

menggunakan UP ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat 

diberikan pa ling banyak ¼ (satu perempat) da ri jumlah terse but; 

2) Jumlah diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dapat diberikan paling 

ban yak 1 / 6 ( satu per ena m) dari jumlah terse but; 

3) Jumlah dia tas Rp.300.000.000,- ltiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan 

paling ba nyak 1 /8 (satu per delapan) dari jumlah tersebut; 
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4) Jumlah diatas Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dapat 

diberikan paling banyak 1/ 10 (satu per sepuluh) dari jumlah 

tersebut; dan 

5) Jumlah diatas Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dapat 

diberikan 1/ 12 (satu per dua belas) dari jumlah tersebut dan 

diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar 

rupiah). Apabila kebutuhan UP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah), UP dapat diberikan dengan Persetujuan Sekretaris 

Daerah (selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah). 

C. PELAKSANAAN BELANJA MENGGUNAKAN UP 

1. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub 

dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi 

penyedia barang/ jasa. 

kegiatan yang 

dengan pihak 

2. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan 

bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara 

materiil. 

3. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD. 

4. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/ KPA untuk mendapatkan 

persetujuan. 

5. PA/ KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengelua ran / Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6. Pada saat bersan1aan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai 

dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi. 

7. Berdasarka n NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, 

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

proses pembayaran langsung secara tunai/ nontunai 

8. Pembayaran secara n ontun ai dilakukan melalui pemindahbukuan dari 

rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke 

rekening pihak penyedia barang/ jasa. 

9. UP hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut: 

a. Belanja Operasi terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai; dan 

2) Belanja Barang dan Jasa 

b. Belanja Modal 

Belanja modal yang dapat dibayarkan denga n UP adalah belanja modal 

yang merupakan komponen harga p~!"olehan, yaitu belanja yang terkait 

so 



dengan proses penga~aan / pembangunan aset sampa1 dengan aset 

tersebut siap digunakan, diluar nilai aset murni. 

10. Penggunaan UP apabila dibayarkan kepada pihak ketiga, maksimal sampai 

dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 

11. Pembayaran kepada pihak ketiga atau penyedia barang/ jasa dengan nilai 

di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dapat dibayarkan 

menggunakan UP, mekanisme pembayaran yang digunakan adalah 

mekanisme pembayaran LS. 

12. Pembayaran kepada pihak ketiga atau penyedia barang/ jasa sampru 

dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menggunakan 

mekanisme pembayaran LS, tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundangan di bidang pengadaan barang/ jasa, khususnya terkait dengan 

bentuk kontrak dan proses pengadaan barang/ jasa. 

D. VERIFIKASI BELANJA UP OLEH BENDAHARA PENGELUARAN 

1. Bendahara pengeluaran/ benda hara pengeluaran pembantu melakukan 

verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran. 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait 

telah disediakan. 

c. meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/ pernyataan atas 

pencatatan/pendaftaran BMD. 

d . menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti 

transaksi. 

2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara 

Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau 

penyempu rnaan. 

3. Proses verifikasi m1 menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ 

Penggunaan UP. 

E. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN 

1. Keten tuan U mum 

a. Pelimpaha n Uang Persediaan 

Pelimpa h a n UP) adalah alokasi 

(untuk selanjutnya disingkat 

UP yang ada di Bendahara 

Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan 

UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan 

pada SKPD, khususnya yan g dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 

b. Proses p e limpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD 

dan h arus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA). 
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c. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit 

SKPD, yang dilakukan secara nontunai melalui pemindahbukuan dari 

rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

d. Dalam hal penerbitan rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu 

belum dapat dilakukan, pelimpahan uang persediaan dari Bendahara 

Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dilakukan 

secara tunai. 

e. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam 

surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul 

Bendahara Pengeluaran. 

f. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut 

memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan. 

g. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku

buku terkait. 

h. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 

penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran. 

1. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir 

ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai 

dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan 

secara nontunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan 

usulan dari Bendahara Pengeluaran. 

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan 

pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

c . Berdasarkan besaran pelimpahan UP yan g ditetapkan oleh 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke 

rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melakukan pencatatan pelimpa h an UP tersebut pada buku-buku 

terkait. 
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e. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan 

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar 

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi. 

F. KETENTUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 

1. Ketentuan Umum 

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal 

pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus 

sebagai proses pembebanan rekening Belanja. 

a . Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK 

SKPD berdasarkan SPD a tau dokumen lain yang dipersamakan 

dengan SPD. 

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD 

dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 

PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPD. 

c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain 

yang dipersamakan dengan SPD. 

d . SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP 

UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat 

diajukan oleh Bendaha ra Pengelua ran Pembantu terdiri atas SPP 

TU dan SPP LS. 

2. SPP UP 

a. Penerbitan dan pengaJuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengelua ra n da lam ra ngka pen gisian UP. 

b. Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan Keputusan Bupati 

tentang besaran UP. 

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran 

UP dan disertai dengan pernyataan pengguna a n ggara n bahwa uang 

persediaan akan digunakan sesuai den gan peruntukannya. 

3. SPP GU 

a . Penerbitan dan pengaJuan dokumen SPP GU dila kukan oleh 

Bendahara Pengeluaran da lam rangka m en gganti UP. 

b. Benda h a ra Pengelu aran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK

SKPD dilampiri Surat Pengesah an Laporan Pertanggungjawaban UP. 
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c. Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban 

penggunaan UP. 

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah 

diverifikasi dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran 

dan tidak mele bihi be saran UP. 

e. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 75% 

(tujuh puluh lima perseratus). 

f. Ketentuan batasan penggunaan UP Untuk pengaJuan GU sebesar 

minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dikecualikan untuk 

pengajuan GU terakhir. Jumlah pengajuan GU terakhir disesuaikan 

dengan kebutuhan dana yang akan dipergunakan. 

g. Pengajuan SPP-GU terdiri atas: 

1) Ringkasan SPP-GU; 

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampa1 dengan 

sub rincian objek; dan 

3) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang 

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait. 

4. SPPTU 

a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/ a tau SPP 

UP/GU. 

b. Besaran TU dihitung berdasarkan pengaJuan PPTK atau pihak terkait 

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran/benda ha ra pengeluaran pembantu. Pengajuan 

permintaa n pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU 

yan g terdiri atas: 

1) Ringkasan SPP-TU; 

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampa1 dengan sub 

rincian objek. 

c. Batas jumla h pengaJuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari 

PPKD. 

d . Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan da lam 1 (satu) bulan, sisa TU 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri 

dengan daftar rincian rencana penggunaan dana. 

e. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 

2 ) Kegiatan yang mengalami perubah an j adwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 
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5. SPP LS 

a. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari 

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran 

gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan 

pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke 

penenma (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ 

bendahara pengeluaran pembantu). 

b. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran: 

1) gaji dan tunjangan; 

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran 

an tara lain: 

1) hi bah berupa uang; 

2) bantuan sosial berupa uang; 

3) ban tuan keuangan; 

4) subsidi; 

5) bagi basil; 

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan 

yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan 

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/ a tau rekomendasi BPK. 

d. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 

d an Jasa dapat Juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dalam ha l PA melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada KPA. 

e. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 

dan Jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 

tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

f. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan kelengkapan sesuai dengan 

jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 1m 

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas: 

1) Ringkasan SPP-LS; dan 

2 ) Rinc ian b e la nja yang diajukan pembayarannya sampai d e ngan 

sub rincian objek. 
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G.TAHAPAN -TAHAPAN PROSES PERMINTMN PEMBAYARAN 

1. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP 

a. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran 

UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati; 

b. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP 

tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. 

2. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU 

a . Penerbitan dan pengaJuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

b . Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK

SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP. 

c. Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh 

Bendahara Pengeluaran. 

d. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 75% 

(tujuh puluh lima perseratus). 

e. Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang 

disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan: 

1) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang 

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait. 

2) Pengajuan Permintaan GU kepada PA melalui PPK-SKPD yang 

didokumentasikan da lam SPP GU. 

3. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 

a . Pengajua n Permintaan Bela nja TU: 

1) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai 

TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk 

memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi 

persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu: 

a) Kegiatan yang bersifat mendesak; 

b) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan / atau SPP-UP/ GU. 

2) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai 

syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan 

dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian 

menyampaika n Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut 

kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. 

3 ) Se t e lah m emberika n p e r setujuan, PA m e mbe rika n Daftar Rincian 

Rencana Bela nja TU kepada PPKD. 
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4) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja 

TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan 

belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 

1) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar 

pengajuan permintaan pembayaran TU. 

2) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

3) 

4) 

meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut: 

a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 

b) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; dan 

c) meneliti perhitungan pengaJuan TU dan/ atau dokumen yang 

mendasarinya. 

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan permintaan TU yang didokumen tasikan dalam SPP-

TU; 

Bendahara Pengel uaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

4 . Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 

1) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai 

dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan 

Tunjangan. 

2) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: 

a) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan; 

b) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang 

telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi: 

(1) gaji induk; 

(2) gaji susulan; 

(3) kekurangan gaji; 

(4) gaj i terusan; 

(5 ) SK CPNS; 

(6) SK PNS; 

(7) SK k e n a ikan p a ngkat; 

(8) SKjabatan; 
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(9) kenaikan gaji berkala; 

( 10) surat pernyataan pelantikan; 

(11) surat pernyataan melaksanakan tugas; 

( 12) daftar keluarga (KP4); 

(13) fotokopi surat nikah; 

(14) fotokopi akte kelahiran; 

(15) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 

(16) surat keterangan masih sekolah/ kuliah; 

(17) surat pindah; dan 

(18) surat kematian; 

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 

peruntukannya. 

3) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen 

pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana 

belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain: 

a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan 

tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 

b) meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk 

belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan; 

dan 

c) meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaj i. 

4) Berdasarkan h a sil verifikasi, Bendahara Pengeluaran menyiapkan 

pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang 

didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan 

tersebut disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD. 

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa 

1) PPTK menyiapkan berita acara dan dokumen pengadaan barang dan 

jasa yang akan diajukan pembayaran dan menyerahkan kepada 

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pemban tu 

menyiapkan kelengkapan pengajuan belanja LS Pengadaan Barang 

dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara clan dokumen 

pengadaan. Dokumen pengadaan yan g dimaksud a ntara lain: 

a ) dokumen kontrak; 

b) berita acara pemeriksaan; 

c) berita acara kemajuan pekerjaan; 

d) berita acara penyelesaian pekerjaan; 

e ) b e rita acara ser ah terima bara ng d a n j asa; 

f) berita acara pembayaran; 
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g) surat jaminan bank; 

h) surat referensi/keterangan bank; 

i) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD; 

j) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan 

untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai 

dengan berakhir masa kontrak; dan 

k) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa 

yang dilakukan. 

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan Jasa 

dengan langkah antara lain: 

a) meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk 

belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah 

disediakan; 

b) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

pengadaan barang dan Jasa yang akan diajukan tidak 

melebihi sisa anggaran; 

c) meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan 

pihak ketiga, Serita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen 

Pengadaan Barang dan J asa. 

d) berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan 

pengaJuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan 

Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang 

dan Jasa. 

e) bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS 

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui 

PPK-SKPD/PPK-unit SKPD. 

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 

1) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pem ban tu 

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu 

kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung 

lainnya. 
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2) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung 

berdasarkan keputusan kepala daerah dan/ a tau dokumen 

pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran. 

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan 

langkah an tar a lain: 

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 

diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 

b) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 

diajukan telah disediakan; dan 

c) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan 

Keputusan Kepala Daerah dan/ atau dokumen pendukung 

la innya. 

4) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak 

Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak 

Ketiga lainnya. 

5) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga 

lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPKSKPD/PPK-Unit 

SKPD. 

5. Kelengkapan dokumen SPP UP/GU/TU/LS adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

H. PERINTAH MEMBAYAR 

1. Ketentuan Umum 

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Angga ran untuk belanja yang telah 

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan 

proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai 

pengakuan belanja tersebut. 

Secara umum perintah membayar diatur sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan pengaJuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP 

yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPMGU. 

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 

d. Berdasarkan pengaJuan SPP-LS, PA/KPA memerintahkan 

pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada 

Kuasa BUD. 

e. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

f. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada 

Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh 

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi 

kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran. 

g. Jenis SPM terdiri atas: 

1) SPM-UP 

2) SPM-GU 

3) SPM-TU 

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan 

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa 

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya 

h. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 

dan/ a tau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

1. PA/ KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

J. Dalam hal PA/ KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat 

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM 

berdasarkan Surat Tugas PA. 

k. Dalam hal PA/ KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang 

diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Daerah. 

1. PPK-SKPD/ PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan 

pencatatan pada register SPM. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Perinta h M embayar UP 
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1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 

besaran UP dengan Keputusan Bupati. 

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 

menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. 

b. Perintah Membayar GU 

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan 

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara 

Pengeluaran dengan langkah berikut: 

a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 

b) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 

c) meneliti kelengkapan da n keabsahan bukti-bukti transaksi dan 

dokumen perpajakan terkait; dan 

d) meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengaJuan GU, LPJ 

Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan / atau ketidakabsahan 

dan/ a tau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 

dan/ a tau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling 

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 

3) Da lam h a l hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 

m enyiapkan pengaJuan Perintah Membayar GU yan g 

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU 

paling lama 2 (dua) h ari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, 

dengan dilengkapi: 

a ) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD y a ng dilampiri checklist 

kelengkapan dokumen. 
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c. Perintah Membayar TU 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai 

dengan Daftar Rincia n Rencana Belanja TU, PPK-SKPD / PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 

a) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 

b) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; dan 

c) meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan Perintah Membayar TU. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ a tau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/ a tau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan 

PPKSKPD / PPK-Unit SKPD menyiapkan 

Membayar TU yang didokumentasikan 

lengkap dan sah, 

pengaJuan Perintah 

dalam draft SPM-TU 

untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

4) PA/ KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 

untuk kemudian d isampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi: 

a ) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/ KPA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 

d. Perintah Membayar LS 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 

Pengelua ran/Benda h ara Pengeluaran Pembantu yan g dilengkapi 

dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 

a) Men eliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa a n ggaran; 

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 

c) Meneliti kelengkapan dokumen 

pengajuann ya b e rdasarkan 

sesuai 

k e t e n t u an 

dengan jenis 

peraturan 
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perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam 

dokumentasi di sistem; 

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan 

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ a tau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/ a tau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 

PPKSKPD/ PPK-Unit SKPD menyiapkan pengaJuan Perintah 

Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 

ditandatangani oleh PA/ KPA 

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk 

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/ KPA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 

I. PERINTAH PENCAIRAN DANA 

1. Ketentuan Umum 

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan 

sejumlah uang da ri RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank 

untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada 

pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. 

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/ KPA yang ditujukan kepada bank operasiona l mitra kerjanya. 

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 

c . Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 

3) menguji ketersediaan dan a Kegiatan yan g bersangkutan; dan 

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pen gelua ran 

D aer a h. 

d. Kuasa BUD tida k menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 
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1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

dan/atau 

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak 

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya 

SPM. 

f. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat 

informasi ten tang: 

1) Baki Rekening yang akan dicairkan. 

2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan. 

3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci 

menjadi: 

a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia 

barang/ jasa; dan 

b) potongan yang bersifat transitoris. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat 

Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/ KPA, Kuasa BUD melakukan 

verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediaka n; 

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan pengajuan SPM; 

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Behan APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran. 

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA 

apabila: 

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

PA/KPA; 

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit 

SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan 

3) belanja terse but melebihi sisa anggaran dan/ atau da n a tidak 

tersedia. 

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/ a tau ketidaklengkapan da lam 

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD m e ngemba lika n dokumen SPM 

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya 8PM. 
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d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam 

SP2D. 

e. Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA untuk 

pengajuan SPM kepada kuasa BUD tercantum dalam Lampiran X yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

f. Format surat Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD untuk pengajuan 

SPM kepada kuasa BUD tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

J. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN 

1. Ketentuan Umum 

a. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menggunakan buku-buku se bagai beriku t: 

1) Buku Kas Umum; 

2) Buku Pembantu Bank; 

3) Buku Pembantu Kas Tonai; 

4) Buku Pembantu Pajak; 

5) Buku Pembantu Panjar; dan 

6) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. 

c. Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain: 

1) Bukti transaksi yang sah dan lengkap; 

2) SPP UP/GU/TU/LS; 

3) SPM UP/GU/TU/LS; 

4) SP2D; dan 

5) Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang

undangan. 

2. Ke ten tuan Pelaksanaan 

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Penerimaan U ang Persediaan 

Bendahara Pengelua ran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membukuka n penerimaan UP/GU/TU berdasarkan 

SP2DUP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada 

Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu 
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Bank di s1s1 penenmaan sesuai dengan jumlah yang tertera 

pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU. 

2) Pelimpahan Uang Persediaan 

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku 

Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang 

dilimpahkan. 

3) Pergeseran Uang Persediaan 

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan pergeseran UP/ GU / TU yang terdapat di 

bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi 

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di 

sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tonai di sisi 

penerimaan sesuai denganjumlah UP/GU/TU yang digeser. 

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara 

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan 

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara 

tunai/nontunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada 

BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku 

Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub 

Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja 

bruto. 

5) Belanja melalui LS 

Bendahara Pengelua ran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

m elaksanakan pembukuan pembayaran belanja mela lui LS dengan 

melakukan pencatatan pada BKU di s1s1 penerimaan dan sisi 

pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku 

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS 

sebesar jumlah belanja bruto. 

6) Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di 

sisi penerimaan. 

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu m encatat pada 

BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi 

pengeluaran. 
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b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan 

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara 

Pemeriksaan Kas. 

K. PENY AMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

PENGELUARAN 

1. Ketentuan Umum 

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/ GU/TU/LS kepada PA 

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 

SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lam bat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran 

dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. 

d. Penyampaian pertanggungjawaban 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara 

dilaksanakan setelah diterbitkan surat 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/ KPA. 

Bendahara 

fungsional 

pengesahan 

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 

pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 

31 Desember. 

f. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 

1) LPJ Penggunaan UP 

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada 

setiap pengajuan GU. 

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajua n 

SPPGU. 

d) Pa da akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara 

khusus (tidak menjadi lampiran pengajua n GU), sekaligus 

sebagai laporan s isa dana UP yang tidak diperlukan lagi. 

Penyarnpaian LRJ ini diikuti <lengan penyetoran s isa dana UP ke 

RKUD. 
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2) Pertanggungjawaban penggl..maan TU 

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU 

yang dikelolanya telah habis/ selesai digunakan untuk mendanai 

suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 

ditentukan sejak TU diterima. 

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 

PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c) PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/ KPA. 

3) Pertanggungjawaban Administratif 

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 

b) 

10 bulan berikutnya; 

Pertanggungja waban administratif berupa 

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi 

anggaran 

dilampiri: 

(1) BKU; 

secara kumulatif dan/atau 

(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan 

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

per 

LPJ yang 

dan s1sa pagu 

kegiatan yang 

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif 

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib 

melampirkan bukti setoran sisa UP. 

4) Pertanggungjawaban Fungsional 

a) Pertanggungjawaban fungsion:al disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan 

konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dilampiri: 

(1) Lapora n penutupan kas; dan 

(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 

persetujuan PA. 
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d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 

fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 

dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan 

LPJ penggunaan UP. 

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada 

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan 

SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU 

yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub 

kegiatan dan/ a tau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 

TU diterima. 

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU 

kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja 

yang lengkap dan sah. 

3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU 

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 

b) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; dan 

c) meneliti keabsahan bukti belanja. 

c. Pertanggungjawaban Administratif 

1) Penyusunan LPJ 

a ) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LPJ Benda.hara Pengeluaran Pembantu untuk 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

b) Bendahara Pengeluara n akan menyiapkan LPJ Bendahara serta 

m elakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ 

Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, 

dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/ a tau per kegiatan 

yan g dilampiri: 

(1) BKU; 

(2) Laporan Penutupa n Kas; 

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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2) Penyampaian LPJ Administratil 

a) Bendahara Pengeluar&n menyampaikan LPJ Bendahara kepada 

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; 

(2) meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait; dan 

(3) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses belanja da n pengeluaran kas. 

c) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 

ketidaksesuaian dan/ a tau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD 

meminta perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada 

Bendahara Pengeluaran. 

d) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka 

PPK SKPD aka n pengajuan penandatanganan dan persetujuan 

LPJ Bendahara seca ra administratif kepada Pengguna Anggaran. 

e) Pengguna Anggaran menanda tangani LPJ Bendahara yang 

sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan. 

d. Pertanggungjawaba n Fungsional 

1) Setela h LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran, Bendahara Pengeluaran m enyampaikan 

pertanggungjawaban fungsiona l kepada PPKD selaku BUD untuk 

ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi 

menandatangani LPJ Bendaha ra Pengeluaran se bagai 

persetujua n. 

dan 

bentuk 

e . Perta nggungja wa ba n Benda h ara Pen gelua ra n Pembantu, meliputi: 

1) Pertanggungjawa ba n pen ggun a an Limpahan UP 

a ) Perta n ggungjawaba n pen ggunaa.n UP dilakukan Bendahara 

Pen gelua ra n pada ~e tiap pen gajuan penggantia n limpahan UP. 

b) Perta nggungjawaban pen ggunaa n limpa han UP disa mpaika n 

kepada KPA mela lui PPK-Unit SKPD be1upa LPJ limpaha n UP 

yan g dila m p iri bu kti-bukti bela nja yan g len gka p dan sa h. 

c) LPJ -limpahan UP disampaikan kepa da Benda ha ra Pengeluaran 

seba ga i dasar p e n y u suna n LPJ Benda h ara Pen gelua ra n . 

2) Perta n ggun gjawab a n µ en ggunaan TU 
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a} Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya 

telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub 

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU 

diterima. 

b) Pertanggungjawaba·n penggunaan TU disampaikan kepada KPA 

melalui PPK-SKPD / PPK-Unit SKPD . berupa 

dilampiri bukti-bukti belanja·yang lengkap dan sah. 

c) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA. 

3} LPJ 

LPJ-TU yang 

terhadap LPJ 

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya, dilampiri: 

(1) BKU; dan 

(2) Laporan penutupan kas. 

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan. 

L. KETENTUAN LAINNYA TERKAIT PENATAUSAHAAN BELANJA 

1. Penggunaan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan 

a. Penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2021 menggunakan aplikasi 

SIPD Kementerian Dalam Negeri. 

b. Da lam h a l a plika si SIPD belum dapat digunakan secara optimal, 

penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2021 dapat menggunakan 

aplikasi pendamping yang digunakan secara bersamaan. 

c . Proses pengolahan data, cetak output dokumen yang dihasilkan serta 

penggunaan dokumen dalam rangka penatausahaan dilakuka n dengan 

m engguna kan SIPD dan aplikasi pendamping. 

2. Pengendalian Kas di Bendahara 

a. Batas maksimal uang tunai yang ada pada kas Bendahara Pen geluaran 

SKPD Non BLUD setiap akhir hari kerja adalah sebesar Rp. 15.000.000,

(lima belas juta rupiah). 

b. Bendahara Pengeluaran dilarang meny1mpan u ang yan g dikelolanya 

da lam rangka pelaksanaan APBD pada rekening sela in yan g telah 

ditetapkan d e n gan Keputusan Bupati tentang penetapan r e k ening 

Bendahara Pengeluaran. 

c. Apabila dalam brankas Bendahara terdapat .uang dari pihak lain selain 

yang digunakan u11tuk kepcrluan be la nja dalam rangka pelaksanaan 
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APBD, Bendahara han1s mempunyai data dan catatan yang lengkap 

terkait dengan nominal, asal-usu1 dan rencana penggunaannya serta 

didukung bukti dan dokumcn pendukung yang sah dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Implementasi Transaksi nontunai Untuk Pembayaran Belanja 

a. Transaksi nontunai Pengeluaran dilakukan untuk seluruh belanja 

Daerah, kecuali: 

1) Pembayaran belanja selain gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS 

dengan nominal sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi; 

2) pembayaran untuk keperluan tanggap darurat pada saat terjadi 

bencana; 

3) belanja Bantuan sosial sampa1 dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah). 

4) pembayaran untuk pernbelian benda pos yang dibiayai dengan uang 

persediaan; 

5) pembayaran uang saku atau belanja transport kepada masyarakat; 

6) pembayaran belanja honorarium kepada pejabat negara diluar 

Pemerintah Daerah, PNS diluar Pernerintah Daerah, Anggota Tentara 

Nasional Indonesia, Anggot.a Kepolisian R.epublik Indonesia, dan Non 

PNS yang dibayarkan kepada perorangan; 

7) pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan; 

8) pembayaran belanja makanan dan minuman yang dilaksanakan di 

luar Daerah yar1g dibiayai dengan uang persediaan; dan 

9) pembayaran lainnya yan g tidak bisa dibayarkan secara non t.unai 

berdasarkan ketentuan yan g sah dan/ atau peraturan perundangan 

yang berlaku. 

b. Secara umum mekanisme pembayaran dari rekening bendahara 

pengeluaran, baik yang bersumber dari Uang Persediaan maupun SP2D

LS Benda h ara, dapat dibayarkan secara tunai maupun non tunai 

sepanjang memenuhi keknLua n sebagai1r1ana angka 1 (satu) diatas. 

c. Implementasi Transaksi rmntuna i pada pembayaran yang bersumber 

dari rekening bendaha r a pengeluaran dilaksanakan dengan mengganti 

transaksi secara tuna~ dengan transaksi melalui pemindahbukuan 

secara elektronik, 02.ik m ela lui Bank m aupun aplikasi Cash 

Management Sysient (CMS). 

d. Prins ip uta ma Transaksi noutun:-:i i : 

1) Meminimalisasi uar1g tuna i di brankcl.s bend a.hara. 
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2) Pembayaran dilakuka 1:i rndaiui transfer/ pernindahbukuan secara 

elektronik ke rekening bank penerima / pihak ketiga. 

e. Secara umum implementasi transaksi nontunai tidak mengubah syarat 

kelengkapan SPJ, namun hanya mengubah mekanisme pembayaran 

clan administrasi pendukungnya saja. 

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi nontunai diatur dalam 

Peraturan Bupati tersendiri. 

4. Dalam rangka keperluan rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat yang 

dipungut/ dipotong oleh Bendahara sebagai syarat penyaluran Dana Bagi 

Hasil Pajak, maka maka setiap pengajuan SPM-GU agar dilampiri dengan 

daftar Nomor Transaksi Pen erimaan Negara (NTPN) penyetoran pajak pada 

SPJ-GU yang menjadi dasar penerbitan SPP/ SPM-GU berkenaan. 

5. Penatausahaan keuangan belanja hibah dan bantuan sosial selain 

mengacu pada Peraturan Bupati ini, juga berpedoman pada Peraturan 

Bupati yang m engatur berkaitan dengan hibah da n bantuan sosial. 

6. Pengajuan pencairan bantuan sosial yang tida k dapat direncanakan 

sebelumnya, yang dianggarka n dalam belanja tidak terduga, diusulkan oleh 

SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 

a. kepala SKPD mengajuka n Ren cana Kebutuha n Belanja (RKB) kepada 

pejabat pengelola keua n gan daerah (PPKD) selaku bendahara umum 

daerah (BUD) ; da n 

b. PPKD selaku BUD melakukan verifika si dan mencairkan BTT denga n 

mekanisme TU serta m ela kuka n pemindahbukuan dana kepada SKPD 

terka it. 

7. Bata s Waktu Pengaju a n Pen cairan Anggara n pada Akhir Tahun Anggaran. 

a. Da lam rangka agar tercapai azas umum pengelolaan keu anga n daerah 

yang tertib dan taal pada peraturan perunda ng-unda n gan, serta guna 

memperla n car proses pencaira n anggaran pada akhir tahun an ggaran 

2021, maka berkaitan dengan pelaksai"1aan penatausahaan keuangan 

m enjelang Akhir Tahun Anggaran 202 1, perlu dilakukan pembatasan 

waktu pengajuan SPM. 

b . Batas wak tu pengaju an SPM m enje:lang akhir tahun a n ggaran 20 2 1 

diatur dala m surat Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuan gan daerah. 

c. SKPD dapat mengajuka n SPM melebihi batas waktu yan g telah 

ditentukan dengan persetujuan Sckretaris Daerah selaku Koordinator 

Pengelolaa n Keuangan Dacrah. 

d. Penggunaan Ganti U ::l n g (GU) t enc,_k hir beser ta s 1sa u a n g persediaan 

(UP) , agar dipertanggungiawabkan d an d iterbitkau SPM Nihil, den gan 
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dilampiri bukti setor sis& UF yang disetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah (RKUD). Tanggal penyetoran sisa UP tersebut tidak boleh 

melewati tahun anggaran berjalan. 

e. Pertanggungjawaban TU termasuk sisanya harus disetor ke kas daerah, 

dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SP2D TU. Untuk TU pada 

akhir tahun, pertanggungjawaban TU termasuk sisa TU tidak boleh 

melewati tahun anggaran berjalan. 
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BAB Vl 

PERGESERANANGGARAN 

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, 

an tar objek, an tar rincian objek dan/ a tau sub rincian objek. Ketentuan umum 

terkait pergeseran anggaran sebagai bcrikut: 

1. Pergeseran anggaran terdiri atas: 

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 

2 . Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: 

a. pergeseran antar organisasi; 

b. pergeseran antar unit organisasi; 

c. pergeseran antar program ; 

d . pergeseran antar kegiatan 1 

e. pergeseran antar s~b kegiatan; 

f. pergesera n antar kelompok; dan 

g. pergeseran antar jenis. 

3. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 

a. Pergesera n antar objek dalarn jenis yang sama. Pergeseran ini dapat 

dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran 

ini dapat dilakuka n atas persetuj uan PPKD. 

c . Pergesera n antar sub rincian objek dala.rn nnc1an objek yang 

sama. Pergeseran ini da pa t dilakukan atc1 s persetujuan PPKD. 

d. Perubahan at.au pergeseran atas uraia n dari sub rincian objek dapat 

dilakukan atas persetuju an Pengguna Anggaran. 

4. Pergeseran anggaran yan g" .tidak mcnyebabkan perubahan APBD yang 

dilaku kan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah penja ba ra n APBD terlebih dahulu. 

Ketika perubahan APBD d ilakukan, pergeseran anggaran tersebut 

ditetapkan da lam Peraturan Kepala Daerah peruhahan penj a ba ran APBD. 

5. Pergeseran a n ggaran yan g tid~k menyebabka n perubahan APBD yang 

dilaku kan seielah perubab:m APBD ditampung · dalam laporan rea lisasi 

anggaran. 

6. Semua pergeseran dapat d.ilaksana kan berdasa.rkan perubahan DPA

SKPD. 

7. Pa da kondisi tertentu, IJ·'.~tgcse:r.sm Stn~garan yan g menyebabkan 

peruba han APBD da pat d ilakukan · sebt.h.J.rn perubahan APBD m ela lui 
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ketetapan Kepala Daerah aengan diberitahukan kepada pimpinan 

DPRD. Kondisi tertentu tersebut d.&µat berupa kondisi mendesak atau 

perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. 

8. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, 

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah 

perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah 

perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

9. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA

SKPD. 

10. Pergeseran anggaran yang meriyebabkan perubahan APBD mengikuti 

ketentuan mekanisme perubahan APBD. 

11 . Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran ~nggaran kas. 

12. Dalam hal pergeseran dilakukan karena harga barang di pasaran diatas 

standar satuan harga belanja barang, maka usulan pergeseran anggaran 

dilakukan dengan dilampiri print out harga barang di Katalog Elektronik 

atau E-Catalogue. 
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BAB VlI 

BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

A. BELANJA HIBAH 

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD 

sesua1 dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Belanja hibah ditujukan untuk menunJang pencapaian sasaran program, 

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan 

daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan rnanfaat untuk masyarakat. 

Belanja hibah diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

Kepada satuan kerja Kementrian/ Lembaga pemerintah dan Kementrian 

yang wilayah kerjanya berada dalam daerah. 

b. Pemerintah Daerah Lain; 

Diberikan kepada daerah aturan baru hasil pemekaran daerah sebagaimana 

diamanatkan peraturan perundangan. 

c . Badan Usaha Milik Daerah ata u BUMD; 

Diberikan kepada Badan U saha Milik Daerah dalam rangka penerusan 

hibah yang di terima Pemerinta h Daerah Ka bupaten dari Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentua n Pera turan Perundang-undangan. 

d. Hibah kepada Badan, Lembaga yang diberikan kepada badan dan lembaga: 

1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosia l yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Perundang-unda ngan; 

2) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosia l yang telah memiliki Surat 

Keterangan Terdaftar yang diterbitka n oleh Menteri Dalam Negeri, 

Gubernur Jawa Tengah, Bupa ti. 

3) yan g bersifat nirla ba, su karela ber s ifat sosia l kem a syarakatan berupa 

kelompok m a syarakat/ kesatu an-kesatua n m a syarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup d an sesua i dcn gan perkembanga n masya ra kat, 

da n keberadaannya dia kui oleh pem erintah pu sa t da n / atau pemerintah 

daera h m ela lui pen gesah a n a ta1--1 penetapa n da ri pimpina n instansi 

vertikal atau kepa la satur3X! ker ja t)era ngkat daera h terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 
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4) Koperasi yang didirikar.. berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

a peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tahun 

anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali: 

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

2) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

d. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan 

e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya. 

Penganggaran Hibah: 

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan 

dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon 

penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentua n peraturan 

perundang-undangan. 

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani 

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan 

dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagairnana diamanatkan dalam 

ketentua n peraturan perundang-undangan. 

Hibah dalam bentuk uang,barang da n atau .1asa pada tahun anggaran 

berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala 

Daerah, dianggarka n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial. 

Penganggaran belanja hibah dan ba.ntuan sosial dia nggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci m enurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik 

yang m endapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota sesuai 

dengan ketentua n peratura n perunda n g-undangan. Besara n penganggaran 

belanja ba ntua n keuangan k ep a d a partai politik dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undanga n. 
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Pemerintah Daerah dapat mernberikan hioah untuk penyediaan blanko kartu 

tanda penduduk elektronik kepada Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri 

yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Daftar Penerima Hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan tentang 

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Keputusan Bupati Grobogan tentang 

Daftar dan Besaran Penerima Hibah. 

Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 

Syarat Pencairan : 

1) Surat permohonan pencairan hibah oleh calon penerima hibah kepada 

Bupati; 

2) rincian rencana penggunaan hibah; 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang 

dinas/instansi yang membidangi untuk permohonan 

konstruksi diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 

telah disetujui 

pembangunan 

4) fotokopi Kartu ldentitas (KTP) Ketua/Pimpinan dan Bendahara Badan; 

5) fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama badan/ lembaga, 

orgamsas1; 

6) kuitansi bermaterai cukup ditandatangani, dicap lembaga/ organisasi dan 

dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain, 

ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna 

Anggaran PPKD; 

7) surat pernyata an tanggungjawab; 

8) pakta integritas; 

9) surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal (khusus untuk 

organisasi kemasyarakata n) ; 

10) surat keterangan dari pihak yang berwenang apabila terjadi 

perubahan/ perbedaan pengurus/ pejabat pada saat pengajuan usulan 

hibah; dan 

11) fotokopi pengesahan sebaga i badan hukum Indonesia untuk Ormas yang 

berbadan hukum Yaya sa n a ta u berba da n hukum perkumpulan. 

Dalam hal penca ira n hibah lebih dari 1 (satu) tahap, dilengkapi Laporan 

penggunaan dana yang tela h disalurkan pada Ta h a p I sekurang-kurangnya 75% 

(tujuh puluh lima perseratus). 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban : 

a . Semua penerima hibah wajib melaku ka n pelaporan dan menyusun 

perta nggungja waba n a tas hiba h yang diterima; 
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b. Penerima hibah bertanggu.ngjawab sccara formal dan material atas 

penggunaan hibah yang diterimarwa; 

c. Realisasi hibah yang dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran berkenaan; 

d. Pemberi hibah tak bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian/ 

kesengajaan terhadap penerima hibah yang tak membuat pelaporan dan 

pertanggungjawaban; dan 

e. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 

bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 

B. BANTUAN SOSIAL 

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ barang dari 

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakta 

yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan 

setiap tahun anggaran sampai pe:nerima bantuan telah lepas dari resiko sosial 

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan pemerintahan wajib ctan urusa n pcmerintahan pilihan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerirna bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak ecrus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan; 

d. sesuai tujuan .penggunaan; ·da:.n 

e. mempertimbangkan kinerja ·pengelolaan bantuan sosial sebelumnya 

Sesuai tujuan penggunaan Bantuan Sosia l diperuntukkan : 

a. Rehabilitasi Sosial 

Ditujukan untuk memenuhi dan mengembangkan kemampuan sesorang 

yang m engalami disfungsi :)osial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara waJar 

b. Perlindungan Sosial 

Ditujukan untuk: mencegah dai•! menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial 8esorang, kc-Juarga, keluarga masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dripa.i: dlpcm1hi sesuai den gan kebutuhan dasar 

minima l. 

c. Pemberdayaan Sosial 
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Ditujukan untuk menjadikan sesorang atau keluarga masyarakat yang 

menga lami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

d. Jaminan Sosial 

Merupakan skem a yang melembaga .1:1ntuk menJamm penenma bantuan 

agar dpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

e. Penangulangan Kemiskina n 

Merupakan kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 

keluarga, keluarga masyarakat yang tidak m empunyai atau mempunyai 

sumber mata pencaharian dan tidak. dapat memenuhi kebutuhan yang layak 

bagi kemanusiaan 

f. Penanggulangan Bencana 

Merupakan serangkayaan upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi akibat 

bencana alam maupun bencana sosial. 

Da lam bentuk antara lain: penyediaan da n penyiapan pasoka n pemenuhan 

kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan 

penampungan), pemulihan darurat prasarana dan sarana, bantuan 

perba ikan rumah masyarakat, santunan duka cita, serta santunan 

kecacatan. 

Penganggaran Bantuan Sosial 

1. Bantuan Sosial Direnca nakan 

Bantuan sosial berupa uang, baran g dan/ jasa dianggarkan pada SKPD 

diangga rkan pada SKPD terkait dan dirinci menu1ut objek, rincian objek, 

da n sub rincian objek. 

Daftar Penerima Bantuan Sosial direncan akan sesuai dengan Peraturan 

Bupati Grobogan tenta n g Penjabaran APBD yang tertuang da lam Keputusan 

Bupati Grobogan tentang Daftar dan Besaran Penerima Hibah. 

2. Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya 

Bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu 

dan/ atau keluarga yang bersangkutan a tau su.rat keterangan dari pejabat 

yan g berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh 

SKPD terkait. 

Bantuan Biaya perawatan bagi warga miskin yan g belum masuk cakupan 

Program Jaminan Keseh atan Nasional (JKN) da n d i rawat di pelayanan 

kesehatan masyarakat milik Pemerintah Dacrah sesuai dengan tarif pelayanan 

kesehata n yang berlaku. 

Standart pelayanan dan Ta tacara ver ifika si s t:rta besara n biaya perawatan 

diatur lebih lanjut oleh SKPD yang membidangi Kesehatan. 
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Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial 

1) Kepala SKPD yang memberikar. rekomendasi penyaluran bantuan sosial 

tidak terencana wajib menyarnpaikan laporan rekomendasi yang telah 

dikeluarkan kepada PPKD paling lambat sebelum berakhirnya tahun 

anggaran. 

2) PPKD menyusun rekapitulasi penyaluran bantuan sosial tidak dapat 

direncanakan yang memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan 

sosial paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. 
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BABVIII 

REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING SKPD 

A. KETENTUAN UMUM 

1. PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 

uang/ kekayaan daerah yang diterima dan/ atau dalam penguasaannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 126 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat. 

2. Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak 

terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan 

Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peratura n perundang

undangan. 

B. REKENING KAS UMUM DAERAH 

1. Pembukaan RKUD. 

a. Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah m enunjuk bank 

umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat 

adalah bank umum di Indonesia yang aman/ sehat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas 

Umum Daerah, Kepala Daera h juga h arus mempertimba ngkan hal-h a l 

sebaga i berikut: 

1) Reputasi Ba nk 

Bank yan g dipilih harus m emiliki rekam jeja k yang baik. Misalnya, 

bank tidak pernah terlibat kasus penipuan na sabah atau kasus

kasus la in yan g merugikan nasabah. 

2) Pelayanan Bank 

Bank yan g dipilih Juga ha rus memiliki pelayanan yang baik dan 

m emadai. Terlebih lagi di masa. sekaran g dibutuhkan kecepatan dan 

ketepatan da lam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah 

Daera h , bank juga h arus dapat melakukan pelayanan-pelayanan 

khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak dan lain-lain. 

3) Ma nfaat 

Memberika n m anfaat ekonorni, sosial, peningkatan pendapatan 

daera h dan/ atau peningkatan kesejahteraan da n / atau pelayan a n 

masyarakat. 
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c. Penunjukkan bank urnum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti 

dengan Perjanjian Kerja Sarna (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan 

pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat: 

1) jenis pelayanan yang diterima; 

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana; 

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening; 

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 

7) kewajiban menyampaikan laporan; clan 

8) tata cara penyelesaian perselisihan. 

d. Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum 

Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pemerintah 

Daerah berhak memperoleh bunga dan/ a tau jasa giro/ imbalan hasil 

lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan 

tingkat suku bunga dan/ a tau jasa giro yang berlaku. 

e. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang seJems yang 

diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang 

diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank 

yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah. 

2. Pembukaan Rekening Operasional. 

a. Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penenmaan dan 

rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

operasional penerimaan da n pengeluaran daerah pada bank yang sama 

dengan bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

b. BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai 

dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penenmaan 

pendapatan daerah. 

c. Dalam hal penyaluran penenmaa n daerah mensyaratkan ke rekening 

bank umum tertentu, Bendahara Umurn Daerah dapat membuka 

rekening penerimaan daera h pada bank dimaksud setelah mendapat 

persetujuan Kepala Daerah. 

d. Pemindahbukua n dana dari rekening pen enmaan dan/ atau rekening 

pengelua ran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau 

sebaliknya, dila kuka n ata s perinta h Bendahara Umum Daerah. 

e. Perintah pernin dahbukua n oleh Benda hara Umum Daerah dimaksud 

ditua n gka n da lam Perjanjiar1 Kerja Sa rna (PKS) anta ra BUD dengan 

p ejabat penan ggungjawab pada bank yang terkait. 
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f. Ketentuan pelaksanaan terkair rekl:ning operasiona l penerimaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Rekening operasional penerirnaan dioperasikan untuk menenma 

setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara 

penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan 

oleh bendahara penerimaan. 

2) Rekening operasional penenmaan dioperasikan sebagai rekening 

bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada 

akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara 

Bendahara Umum Daerah dengan bank umum bersangkutan. 

g. Ketentuan pelaksanaan terka it rekening pengeluaran operasional adalah 

sebagai berikut: 

1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan se bagai rekening 

yan g digunakan untuk m embiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai 

rencana pengeluaran. 

2) Rekening operasional pengeluaran m1 dioperasikan untuk 

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak 

ketiga melalui meka.nisme LS dan juga untuk pemberian UP, 

penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran 

serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara 

pengeluaran pembantu. 

3. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek. 

a. Dalam pengelolaan kas, uang da.erah yang belum digunakan dapat 

dioptimalkan dan dia.lokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi 

jangka pendek merupakan investa si yang dapat segera 

diperjualbelika n / dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan k as 

dengan risiko rendah serta dimiliki selarna kurang da ri 12 (dua belas) 

bulan. 

b. Termasuk dalam investasi jangk:2. penrlek adalah deposito b erjangka 

waktu 3 (tiga) bulan sampai c.iengan 12 tdua belas) bulan yang dapat 

diperpanjang secara otomatis , pembe1.ian Surat Utang Negara (SUN) 

jangka pendek da n Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

c. Deposito. 

1) Deposito adalah prccuk s impanan di bank yan g penyetorannya 

m aupun penarikannya h an ya bisa dilaku ka n pada waktu tertentu 

saJa. 
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2) Deposito memiliki persyaratan salah satunya m emiliki jangka waktu 

tertentu dimana uang di da lamnya tidak dapat ditarik oleh nasabah 

sewaktu waktu. 

3) Imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih 

tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan 

penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada bank yang 

ditunjuk sebagai pen empatari RKUD yang menjadi Bank Persepsi 

atau Bank Pembangunan Daerah. 

4) Dalam rangka menjamin· likuidita·s keuangan daerah, Deposito 

Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke 

Rekening Kas Umum I)aera h oleh BUD setiap saat diperlukan. 

d. Surat Utang Negara. 

1) Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat 

pengakua n utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya 

oleh negara RI sesuai masa berlakunya. 

2) SUN digunaka n oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit 

anggaran serta m enutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu 

tahun angga ra n. 

3) Sura t Utang Negara terdiri atas: 

a) Surat Perbenda h araan Negara; dan 

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 

12 bula n denga n pembayara n bunga secara diskonto. 

e. Obligasi Negara. 

1) Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua bela s) bulan 

dengan kupon dan/ a ta u dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

2) SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek 

adalah SUN da lam ben tuk Surat Perbendaharaan Negara karena 

berjangka waktu dibawah 12 bulan. 

3) Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan 

perundang-undangan tentang SUN. 

f. Sertifikat Bank Indonesia 

1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ada la h sura t berharga yang 

dikelua rka n oleh Bank Indonesia seba gai pen gakuan u tang berjangk a 

waktu pendek 1 (satu) sampai denga n 3 (tiga) bula n dengan s istem 

diskon to/ bu n ga. 

2) Tingkat suku bunga yang beria ku pa da setiap penjualan SBI 

dite ntuk a n o le h m e k a nism.e p asar b e rdasarka n s is t e m le la n g. 
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g. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas 

daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 

jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang 

digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan 

dalam waktu dekat (idle cash). 

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka 

pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup jumlah dana 

yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan 

hasil analisa pemilihan investasi. 

4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas 

rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis 

investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah. 

5) Berdasarkan Keputusa n Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat 

Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan 

pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang 

dipilih. 

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah paling lambat per 31 Desember. 

4. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan 

daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh 

Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

C. REKENING SKPD 

1. Pembukaan Rekening SKPD. 

a . Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaa n penenmaan dan 

pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas 

nama Bendahara Penerimaa.n/Bendabara Penerimaan Pembantu dan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada 

bank yan g sama dengan. RKUD sesu ai dengan kebutuhan untuk 

mempermudah mekanism e penerimaan pendapatan daerah dan belanja 

daerah. 

b. Dalam h a l penyaluran pen enmaan ciaerah mensyaratkan ke rekening 

b ank umum terte n tu, B e nda h a r ~... U n 1urri. Daerah d apat membuka 

rekening Bendahara Pen erimaan/ Bendahata Pencrimaan Pembantu 
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SKPD pada bank dimaksud seteiah mendapat persetujuan Kepala 

Daerah. 

c. Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan 

daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari 

kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib 

disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara 

penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama Bendahara 

Penerimaan SKPD. 

d. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang 

akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan 

dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara 

pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama 

Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 

SKPD. 
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dABlX 

PENGENDALIAt'l' PELAKSANAAN APBD 

A. PENGENDALIAN KEGIATAN 

Pengendalian kegiatan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran 

dan manfaat, dengan pengertian : 

a. Tepat waktu yaitu setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

waktu yang telah ditetapkan dalam batas waktu satu tahun anggaran (1 

Januari s/d 31 Desember). 

b. Tepat Mutu yaitu pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan 

persyaratan teknis yang disyaratkan. 

c. Tertib Administrasi yaitu masing-masing kegiatan harus 

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

dilaksanakan 

d. Tepat Sasaran yai tu kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan sasaran teknis 

yang telah ditentukan dalam perencanaan. 

e. Tepat Manfaat yaitu kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat 

ekonomi yang semaksimal mungkin, sebagaimana ditentukan dalam 

perencanaan kegiatan yang bersangkutan. 

B. PENGENDALIAN KEGIATAN MELIPUTI : 

a . Pengendalian Umurn. 

Pengendalian yang meliputi semua kegiatan yang berlangsung di daerah 

sebagai implementasi anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Pengendalian Umum dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya 

ditugaskan kepada Bagian yang membidangi. Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. 

b. Pengendalian Kegiatan. 

Pengendalian kegiatan di lingkup SKPD dilakukan oleh PA, KPA dan PPTK. 

Agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang 

direncanakan sehingga tercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat 

sasaran dan tepat manfaat serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

Hasil Pengendalian kegiatan dilaporkan kepada Bupati Up. Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan Sekretaria.t Daerah Kabupaten Grobogan. 

c . Pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan cara: 

1) Pengendalian Administrasi. 

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk 

mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku termasuk administrasi pelaporan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan. 
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2) Pengendalian Fisik/Lapangan. 

a) Dilakukan me)alui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan 

supaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bestek/ gambar / desain, 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen kontrak. 

b) Waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram) 

maupun insidentil (mendadak). 

3) Pengawasan Lapangan. 

Pengendalian kegiatan dengan pengawasan di lapangan untuk meneliti 

apakah kelengkapan pelaksanaan kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku antara lain meliputi, Papan Nama Kegiatan, 

Jadwal Pelaksanaan, Buku Direksi, Laporan Tingkat Kemajuan Kegiatan per 

Minggu, Buku Material, gambar/Rencana Anggaran Biaya, buku kontrak dan 

buku instruksi lapangan. Kelengkapan tersebut berfungsi pula sebagai 

sarana pengawasan masyarakat. 

Pengawasan lapangan . dilakukan oleh PA, KPA, PPTK, Konsultan 

Pengawas dan lnstansi/Komponen la innya yan g ditugaskan oleh Bupati 

untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 

4) Penginderaan. 

Pengendalian yang dilakuka.ri rnelalui pengamatan secara administrasi 

kegiatan maupun pelaksanaan fisik di lapangan. 

5) Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiaran Pelaksanaan APBD. 

Rapat koordinasi pengendalian dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, 

yaitu : 

a) Tingkat SKPD dilaksanakan pada masing-masing SKPD yang dipimpin 

oleh PA dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan, 

dengan mengundang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, 

Kasir, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan para Pejabat Pengelola 

Keuangan. Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian 

dimaksudkan, dilaporkan oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati 

Grobogan Up. Kepala Bagian Administrasi Peinbangunan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Grob8gan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan. 

Materi laporan memuat : 

(1) deskripsi penyelenggaraan Rapat Koordinasi; . 

(2) kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan yang lalu; 

(3) permasaiahan dan hambatai1 pdaksana;m kegiatan serta upaya 

penyelesaia..rinya; dan 

(4} rencana kerja bulan berjalan. 

b) Tingk at PA adaJah Rapat K(i0 rd.inasi Pen gendalian Kegiatan P e laksana an 

APBD yang diikuti oleh sernua PA dan dipimpin langsung oleh Bupati. 
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Pelaksanaannya paling sed1kit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun pada 

akhir triwulan da.ri dikoordinir oleh Asisten Sekretariat Daerah yang 

membidangi pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan menyiapkan/ menyusun bahan 

kajian yang dibicarakan/ dijadikan bahan dalam Rapat Koordinasi dan 

membuat resume. 

Rapat Koordinasi Pengendalian bertujuan untuk: 

( 1) mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD; 

(2) mengindentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan 

upaya penyelesaiannya; dan 

(3) menegaskan ·kembali kebijakan pimpinan dan pedoman peraturan 

yang b'erlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD. 

Untuk koordinasi pendapatan daerah dilaksanakan Rapat Koordinasi 

Pendapatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. 

C. PENGENDALIAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MELALUI SISTEM 

MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan bagian dari fungsi 

pengendalian secara umum, yang mana melalui pengeluaran realisasi kegiatan dan 

keuangan secara berkala/tiap bulan diharapkan kinerja pengelolaan kegiatan lebih 

terukur, akuntabel dan terpadu. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kinerja suatu 

SKPD, maka dalam mewujuclkan pengendalian melalui Sistem Monitoring Evaluasi 

dan Pengendalian Pembangunan, agar berjalan efektif sebagai laporan yang harus 

dilakukan oleh SKPD untuk mengisi laporan tersebut paling lambat tanggal 7 (tujuh) 

bulan berjalan. 

D. LAIN-LAIN. 

a. Untuk kepentingan jangka panJang, PA da n PPK wajib meny1mpan 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa, 

Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/ Jasa dan Buku Kontrak), atas 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

b. Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terimajabatan kepada pejabat 

yang baru sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima penugasan 

pada lampiran IX ya.rig merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

c. Penyedia barang/jasa yan g akan mengajukan uang muka h arus membuat 

permohonan pengam bilan uang muka secara tertulis kepada pengguna 

barang/jasa dise rtai dengs .n ren can a penggunaan u a n g muka unt uk 
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pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan foto yang menunjukan 

telah dirnulainya pekerjaan {m.obilisasi materialj. 

E . TIM TEKNIS/ TIM PENDUKUNG 

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Anggaran bila diperlukan dapat 

membentuk Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen bila diperlukan dapat 

membentuk Tim Pendukung yang membantu memberikan masukan dan 

melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan 

pengadaan barang/ Jasa. 

Demi Keefektifan Kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan 

tim dapat dibentuk oleh SKPD non teknis untuk melaksanakan pekerjaan 

teknis (misal : Disperindag melaksanakan pekerjaan gedung untuk pasar) 

diperbolehkan untuk membentuk tim teknis atau pendukung tetapi untuk 

Dinas PUPR karena sesuai dengan fungsi yang membidangi Bidang ke PU an/ 

Konstruksi m aka tidak boleh tnembentuk tim teknis. Untuk Pengadaan barang 

yang sudah diatur oleh Undang-Undang atau bentuk aturan lain misal : 

Pengadaan Barang yang sudah rnelalui e-catalogue atau sejenisnya maka tidak 

perlu dibentuk Tim Teknis, sedangkan Pengadaan Barang yang diperbolehkan 

membentuk Tim Teknis apabila dalam Pengadaan tidak diatur oleh Undang

Undang atau Peraturan yan g lainnya. 

F. PENGAWASLAPANGAN 

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada SKPD dapat menggunakan personil 

pengawas dari SKPD Teknis atau jasa konsultan Pengawas. SKPD Non teknis yang tidak 

menggunakan jasa konsultan pengawas dapat membentuk pengawas lapangan dari 

unsur SKPD teknis. 

G. PENYERAHAN PEKERJMN. 

1. Selambat - lambatnya tanggal 31 Dcsember 202 1, semua kegiatan belanja 

APBD Tahun Anggaran 2021, baik Penetapan maupun Perubahan sudah harus 

selesai 100 % (seratus persemtus) baik fisik maupun keuangan, adapun untuk masa 

pemeliharaan dapat melampaui tahLu1 anggaran. 

2. Kegiatan belanja yan g telah selesai 100 % (seratus perseratus) dilaporkan 

kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola melalui pembantu pengelola 

(Kepala BPPKAD) disertai usul penetapan status penggunaan serta dicatat 

pada Kart u Inventaris Barang (KIB) SKPD bersangkutan. 

3. Pengelola m elalui Pemba ntu Pengelola (Kepala Badan Pendapatan, 

P e n gelo laan K e u a n gan d a n Ase t D a.er a h K a bupaten Grobogan) m e n e lit i 
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usulan penetapan status penggunaan kemudian mengajukan usul kepada 

Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya. 

4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Grobogan selaku pembantu pengelola mengadministrasikan, melakukan 

rekapitulasi, menginventarisir dan menghapus aset-aset daerah dalam rangka 

pengelolaan barang milik daerah. 

H. PEI.APORAN PELAKSANAAN APBD. 

Laporan pelaksanaan APBD sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/ penyirnpangan dalam 

kegiatan pelaksanaan APBD dan upaya p·ercepatan pelaksanaan kegiatan 

(keseirnbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana) serta sebagai bahan 

masukan terhadap penyusuna n kebijakan di tahun yang akan datang. 

Pelaporan pelaksanaan APBD juga berfungsi untuk m emberikan gambaran tentang 

kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi pada setiap 

pelaksanaan kegiatan SKPD. Untuk itu setiap Pengguna Anggaran wajib untuk 

menyampaikan Pelaporan pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Laporan pelaksanaan APBD memuat target fisik, realisasi fisik,kegiatan 

pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan yakni penyerapan dana (SPM) dan 

pertanggungjawaban keuangan (SPJ) , serta permasalahan yang terjadi. Jenis laporan 

disajikan berdasarkan periode waktu , diantaranya : 

1. Laporan Harian; 

2. Laporan Mingguan; 

3. Laporan Bulanan; 

4. Laporan Triwulanan; 

5. Laporan Semesteran; dan 

6. Laporan Akhir Tahun. 

Laporan pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistirn 

Monitoring, Evaluasi Pengendalian Pembangunan (SIMONTEPP) Pemerintah 

Kabupaten Grobogan. 

1. Laporan Harian. 

2. Laporan Mingguan. 

3. Laporan Bulanan. 

Yaitu laporan yang menyajikan infom1asi mengenru realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Realisasi Pencapaian Target Pendapatan, 

Realisasi Penyerapan Belanja dan Pembiayaan) d a n sisa a nggaran sampai 

dengan akhir bulan tertentu, termasuk bantuan keuangan bagi desa baik yang 

bersifat umum maupun khusus. 

Pengiriman laporan bulana n paling lambat setiap tanggal 7 bulan berikutnya, 

kecuali untuk Bulan Desember disampaikan pada tanggal 3 1 Desember. 
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4. Laporan Triwulan. 

Yaitu laporan yang menyajikan inforrnasi mengenai realisasi APBD dan sisa anggaran 

sampai dengan akhir bulan tertentu. 

5. Laporan Semesteran. 

6. Laporan akhir tahun anggaran (laporan pertan&,aungjawaban akhir tahun 

anggaran). 

Pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan akhir tahun dari perencanaan 

dan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan yang memuat : 

a. Jumlah Anggaran/dana; · 

b. Keluaran; 

c. Hasil; dan 

d. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah. 

Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala 

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan berupa 

sojtcopy dan hardcopy paling lam bat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. 

7. Laporan Hasil Pengadaan. 

Y aitu laporan yang meliputi data secara keseluruhan atas hasil pengadaan barang 

invent.aris dan barang pakai habis selama satu tahun anggaran. Laporan hasil pengadaan 

disampaikan kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan berupa 

softcopy dan hardcopy dengan tembusan kepada : 

a Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; 

b. Inspektur Kabupaten Grobogan; dan 

c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. 

I. PENGAWASAN. 

Inspektorat Kabupaten Grobogan melakukan pemeriksaan secara periodik pada 

instansi/ SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten Grobogan 

dalam rangka mewujudkan : 

a. Keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 

tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisien dan efektifi.tas pelaksanaan 

program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan penmdang-undangan. 

b . Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1) Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; 

2) Terselenggaranya penilaian resiko; 

3) Terselenggaranya aktivitas pengendalian; 

4) Terselenggaranya sis te rn informasi cla n kornunikasi; dan 

5) Terselen ggaranya kegiatan pemantauan pengendalian 
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Untuk itu Pengguna Anggaran wajib tertib dalam : 

a. Pelaksanaan kegiat.an di inst.ansi/SKPD sesuai dengan DPA yang telah. Ditetapkan; 

b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, sehingga 

tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan; 

c. Disiplin menyampaikan SPJ dan pelaporan baik bulanan, triwulan dan 

akhir tahun anggaran/ Perhitungan APBD; 

d. Susunan Tim Pelaksana Kegiat.an pada inst.ansi/SKPD hendaknya dapat 

disederhanakan, sehingga pelaksanaan kegiat.an lebih efektif; dan 

e. Pengawasan melekat dilakukan oleh kepala inst.ansi/SKPD 

J. PENUTUP. 

1. Petunjuk Pelaksanaan ini secara teknis clan rinci agar mempedomani Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tent.ang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tent.ang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksananya. 

2. Hal-hal yang belum diatur terkait teknis pelaksanaan, agar diatur lebih lanjut oleh 

masing-masing SKPD dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

BUPATI GROBOGAN, 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR ,1 TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
GROBOGAN NOMOR 73 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA 

A. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA YANG MENGGUNAKAN UANG 

PERSEDIAAN 

1. BELANJA HONORARIUM 

a. Honorarium Narasumber 

1. Surat tugas bagi narasumber dari instansi yang bersangkutan; 

2. Surat permohonan untuk menjadi narasumber dari instansi 

penyelenggara kegiata n; 

3. Kuitansi / daftar pen erimaan honorarium; 

4. Jadwal kegiatan/susunan acara; 

5. Daftar hadir narasumber; 

6. Bukti penyetoran PPh Pasal 21. 

b. Honorarium Tim/ Panitia (untuk honorarium yang diperbolehkan 

sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Grobogan tentang 

Tambahan Penghasilan ASN) 

1. Surat keputusan tentang pembentukan panitia/tim; 

2 . Daftar hadir rapat-rapat Panitia/Tim; 

3. Notulen hasil rapat dan/ atau Laporan Kegiatan; 

4. Kuitansi/ daftar penerimaan honorarium; dan 

5 . Bukti penyetoran PPh Pasal 21. 

c. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, Pejabat 

Pengadaan , Pembuat RAB Gamba r, Pengawas Lapangan 

1. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pembuat RAB 

Gambar, Pen gawas Lapangan; 

2. Kuitansi/ daftar penerimaan honorarium; 

3. Bukti Penyetora n PPh Pasal 21. 

4. Kelengkapan lain sesuai jabatan: 
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a ) Pejabat Pembuat Komitmcn Serita acara penyelesaian 

pekerjaan; 

b) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan 

Pengadaan; 

Beri ta Acara Hasil 

c) Pembuat RAB/ Gambar Berita Acara serah Terima dokumen 

RAB / Gambar; 

d) Pengawas Lapangan : Laporan hasil pengawasan/ Berita acara 

penyelesaian pekerjaan. 

e) Kelengkapan sebagaimana huruf a sampa1 dengan e tersebut 

diatas disesuaikan dengan peruntukkannya 

d. Honorarium Pegawai Non ASN / Tenaga harian lepas 

1. Surat Perintah/ Tugas ; 

2. Kuitansi/daftar penerimaan honorarium; dan 

3. Daftar h adir; 

e. Honorarium Pegawai Non ASN untuk tugas atau peke1jaan tertentu 

1. Surat Perintah/ Tugas; 

2. Daftar hadir dan/ atau Laporan pelaksanaan tu gas / pekerjaan. 

3. Kuitansi / daftar penerimaan honorarium; dan 

4. Bukti Penyetoran PPh Pasal 21. 

2. BELANJA MAKAN DAN MINUM 

a. Belanja Ma ka n dan Minu m Ha ria n Pegawai 

1. Daftar ha dir pegawai; 

2. Surat perintah pelaksanaan kegiata n; 

3. Laporan pelaksanaan kegiata n; 

4. Kuitansi pembayaran dilen gka i dengan tanda tangan bendahara 

pengeluaran/bendahara pengelua ra n pemba n tu, PPTK, PA/KPA, 

Penyedia Bara n g/ J asa; 

5 . Foto dokumentasi kegiatan dan pengadaan makan minum; 

6 . Bukti Pen yetora n PPh; dan 

7 . Bukti pembayaan p ajak restoran. 

b. Belanja Makan dan Minum Rapat 

1. Daftar h adir; 

2 . Undangan rapat; 

3 . Notulen/resume hasil rapat; 

4. Kuita n si pembayara n dilen gkai dengan tan d a tangan bendah a ra 

pen geluaran/bendahara pengeluara n pembantu, PPTK, PA/KPA, 

Penyedia Barang/ J asa; · · . · · 

5 . Foto d o kume n tasi k egiat .n cia n pen g a d 8.an makan minum; 

6 . Bukti Penyetora n PPh Pa sal 23; dan 
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7. Bukti pembayaan pajaK. n::storan. 

c. Belanja Makan dan Minu m Tarnu 

1. Daftar hadir tamu / buku tamu; 

2. Laporan pelaksanaan penerimaan tamu; 

3. Bukti Penyetoran PPh Pasal 23; 

4. Foto dokumentasi kegiatan dan pengadaan makan minum; 

5. Bukti Penyetoran PPh Pasa l 23; dan 

6 . Bukti pembayaan pajak restoran. 

d. Belanja Makan dan Minum Pelatihan / Bintek / Sosialisasi / 

Pembinaan 

1. Undangan/ jadwal acara; 

2. Daftar hadir peserta; 

3. Laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

4 . Lapora n pela ksanaan Pelatihan/ Bintek/ Sosialisasi/ Pembinaan; 

5. Kuitansi pembayaran dilengkapi dengan tanda tangan bendahara 

p engeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, PA/ KPA, 

Penyedia Barang/ Jasa; 

6. Foto dokumentasi kegiatan dan penga daan makan minum; 

7. Bukti Penyetora n PPh; dan 

8. Bukti pembayaan pajak restoran. 

e. Belanja Makan dan Minum Untuk Acara Yang Bersifat Masal 

1. Daftar hadir (a p a bila m emungkinkan); 

2. Undangan; 

3. Kuitansi pembayaran dilengkapi dengan tanda tanga n bendahara 

pen geluara n / benda h ara pen geluaran pembantu, PPTK, PA/ KPA, 

Penyedia Barang/ J asa; 

4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; 

5. Foto dokumentasi kegiatan; 

6 . Bukti Penyetora n PPh Pasal 23; dan 

7 . Bukti pembayaan pajak restoran. 

3. BELANJA PERJALANAN DINAS 

a . Kelengkapa n Bukti Pertan ggungjawwaban Perjala n an Dinas secara 

umum: 

1. Sura t Perintah/Tugas; 

2 . Su rat Perj alanan Dinas (SPD) ; 

3 . Lapora n pelaksanaan perja lanan dinas; 

4. Undan gan /surat/dokumen lain yang m enjadi dasar pelaksanaan 

perjalanan dinas; 
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5. Bukti-bukti pengeluarn.n untuk transportasi (diterbitkan oleh pihak 

penyedia jasa ticketing secara offline/ online), penginapan dan 

pengeluaran lainnya; dan 

6 . Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas. 

b. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, 

diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh 

perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 

c. Apabila kuitansi/ bukti sah transportasi pulang pergi tidak diperoleh 

Pejabat Negara/ A.SN/ Non ASN yang melakukan perjalanan dinas, 

dapat membuat Daftar Rincian Pengeluaran riil yang disetujui oleh 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 

4. BELANJA PEMBELIAN BARANG / BELANJA JASA 

a. Pembelian Barang secara umum; 

1. Kuitansi yang ditandatangani Bendahara, PA/ KPA, PPTK dan 

penyedia barang; 

2. Nota Pembelian dari penyedia barang; dan 

3. Bukti penyetoran pajak. 

b. Belanja jasa secara umum; 

1. Kuitansi yang ditandatangani Bendahara, PA/KPA, PPTK dan 

penyedia jasa; da n 

2 . Bukti penyetora n paja k. 

B. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DENGAN MEKANISME TRANSAKSI 

NONTUNAI DARI REKENING BENDAHARA 

Kelengkapa n belanja denga n t ra nsaksi nontunai da ri rekening bendahara 

pengeluaran, baik yang bersumber dari Uang Persediaan m aupun SP20-LS 

Benda h a ra ada la h sebaga ima n a kelengka pa n Belanja dengan menggunakan 

uang persediaan sesuai dengan jenis transaksi belanja di tarn bah dengan : 

1. Bukti transfer / peminda hbukua n yang dikeluarkan bank, jika transaksi 

nontunai dilakukan melalui Bank; 

2. Cetakan / print out bukti tra n sfer aplikasi CMS jika transaksi non tunai 

dilakuka n melalui aplikas i CMS Ba nk J a teng. 

C. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA ATAS PEMBEBANAN LANGSUNG 

(LS) 

1. Dokumen pendukung SPP-LS dapa t dipersa m a kan den gan bukti 

pertanggungjawaba n a tas pen gelu.ara n pembaya ran beba n la n gsung. 
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12. Dokumen pendukung S~P-LS sebaga! mana dimaksud angka 1 (satu) 

diatas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini tentang Kelengkapan 

Dokumen SPP Untuk Penerbitan SPM. 

BUPATI GROBOGAN, 
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